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RINGKASAN

Dinamika kehidupan masyarakat baik yang ada di perkotaan maupun yang
ada di pedesaan telah memberikan bermacam-macam alternatif kegiatan ekonomi
yang ditandai dengan meningkatnya daya beli, berkembangnya kemampuan
produksi barang dan jasa sekaligus meningkatkan permintaan terhadap barang dan
jasa, baik dalam jumlah, kualitas, waktu, pelayanan, serta tuntutan masyarakat
konsumen atas preferensi lainnya, Akibat dari tuntutan masyarakat terhadap hal-
hal tersebut diatas timbul fenomena baru yaitu munculnya pasar dengan format
modern. Pasar modern ity terdiri dari Mall, Supermarket, Departement Store, dan
Shopping Centre yang dalam perkembangannya kurang terencana utamanya
dalam lokasi dan membentuk sinergi dengan pedagang kecil dan menengah,
Koperasi, serta Pasar Tradisional. Kabupaten Jember sebagai salah satu kota besar
di daerah Jawa Timur, di samping Malang dan Surabaya mempunyai situasi dan
kondisi yang potensial dalam menumbuhkan dan mengembangkan bisnis ritel di
Indonesia. Berdasarkan latar belakang seperti dalam pemaparan di atas, mendoron
dan memunculkan keinginan penulis untuk meneliti, dan mengkaji, kemudian
menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah yaitu skripsi yang berjudul “KAJIAN
YURIDIS TENTANG PENGATURAN BISNIS RITEL PADA
PERDAGANGAN ECERAN (RETAIL ACT) DI KABUPATEN JEMBER”

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah apakah ketentuan
hukum yang berlaku sudah memadai dalam bisnis ritel di Indonesia, bagaimana
perlindungan hukum yang diberikan bagi para pelaku bisnis ritel, dan hambatan-
hambatan apa yang terjadi dalam penegakan peraturan pada bisnis ritel.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis
apakah ketentuan hukum yang berlaku sudah memadai dalam bisnis ritel di
Indonesia, untuk mengkaji dan menganalisis terhadap perlindungan hukum yang
diberikan bagi para pelaku bisnis ritel, dan untuk mengetahui hambatan-hambatan
yang terjadi dalam penegakan peraturan pada bisnis ritel,

Metode pendekatan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis
normatif. Bahan hukum yang digunakan meliputi: bahan hukum primer berupa
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Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Menteri Dalam
Negeni Nomor 145/MPP/Kep/5/97 dan Nomor 57 Tahun 1997 tentang Penataan
dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan, dan peraturan dasar serta peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang yang akan dikaji berdasarkan
permasalahan yang ada; bahan hukum sekunder berupa literature, wawancara,
buku-buku, majalah, artikel; dan bahan hukum tersier berupa kamus. Sedangkan
metode pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara studi
kepustakaan, dan studi lapangan Metode analisis bahan hukum yang digunakan
adalah metode diskriptif kualitatif.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah Peraturan yang dijadikan dasar dalam
 bisnis ritel adalal Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan
dan Menteri Dalam Negeri Nomor 145 / MPP / Kep / 5 / 97 dan Nomor 57 Tahun
1997 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan. Kabupaten Jember
Selum mempunyai Peraturan Daerah (Perda) guna mengatur bidang bisnis ritel
tersebut. Ketentuan mengenai zonasi bagi pelaku usaha, hypermarket,
supermarket, minimarket dan pengecer kecil perlu ditetapkan, kelemahan berbagai
regulas: di sektor ritel disebabkan belum adanya peraturan yang signifikan yang
khusus mengatur, seiring dengan trend ritel yang dinamis dan penuh inovasi
Penghambat dari penegakan peraturan pada bisnis ritel dapat ditinjau dari hal-hal
sebagai berikut: badan-badan yang berwenang memberikan izin pada bisnis ritel,
peraturan yang dijadikan dasar operasinya perdagangan eceran (Retail Act),
konsumen yang lebih menyukai u:t]l:tuk berbelanja di pasar modern, persetujuan
yang diberikan oleh masyarakat sekitar gerai yang akan dibuka. RUU ritel yang
sedang dibahas diharapkan akan mengatur masalah pasar tradisional yang
belakangan kehilangan daya saing.

Saran yang diusulkan adalah Pemerintah Kabupaten Jember supaya segera
membuat peraturan daerah (perda) tentang perdagangan eceran (Retail Act). RUU
perdagangan supaya segera disahkan khususnya yang mengatur bisnis ritel yang
nantinya diharapkan menjadi payung hukum dalam pengaturan distribusi, ritel.
zoning ritel, hingga imbal dagang (counter trade).
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BABI
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia telah memberikan
peningkatan kemajuan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Hal ini ditandai dengan
pertumbuhan ekonomi rata-rata 7 % per tahun dan meningkatnya pendapatan per
kapita penduduk pada tahun 1996 menjadi US § 1094 (Lampiran Kep.
Menperindag RI No. 420/MPP/Kep/10/1997), Disamping itu daya beli masyarakat
perbandingannya lebih besar dari pendapatan per kapita nasional, Peningkatan
kesejahteraan ini telah dirasakan oleh masyarakal seluruhnya, baik ity masyarakat
perkotaan maupun masyarakat pedesaan,

Peningkatan dinamika kehidupan masyarakat baik yang ada di perkotaan
maupun yang ada di pedesaan telah memberikan bermacam-macam alternatif
kegiatan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya daya beli, berkembangnya
kemampuan produksi barang dan jasa sekaligus meningkatkan permintaan
terhadap barang dan jasa, baik dalam hal Jumlah, kualitas, waktu, pelayanan, serta
tuntutan masyarakat konsumen atas preferensi lainnya.

Akibat dari tuntutan masyarakat terhadap hal-hal tersebut di atas timbuyl
fenomena baru vaitu munculnya pasar dengan format modemn. Pasar modern itu
terdin dari Mall, Supermarket, Departement Store, dan Shopping Centre yang
dalam perkembangannya kurang terencana utamanya dalam lokas dan
membentuk sinergi dengan pedagang kecil dan menengah, Koperasi, serta Pasar
Tradisional. Hal ini patut disayangkan sebab mercka yang bergerak di bidang
perdagangan eceran telah menolong perekonomian Indonesia di akhir tahun 1997,

Bisnis eceran, yang kini populer di sebut bisnis ritel, merupakan bisnis
yang memberikan penghidupan kepada banyak orang dan memberi keuntungan
bagi sebagian orang lainnya. Jika kita melihat di negara-negara maju seperti
Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan lain-lain sektor bisnis eceran adalah salah
satu sektor utama perekonomian yang mendatangkan pendapatan yang besar bagi
negara.
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Kita perlu mengingat bahwa pada saat sektor lain terutama dalam bidang
property terpuruk akibat sering terjadinya kerusuhan dan krisis ekonomi yang
berkepanjangan, tidak demikian halnya dengan sektor ritel. Meskipun retailer
lokal yang pada waktu itu berdiri sempat mengalami kegoncangan karena aksi
penjarahan dan pembakaran dalam kerusuhan Mei 1998, Tetapi mereka segera
bangkit kembali dengan membuka gerai hypermarket. Bahkan raksasa operator
hypermarket dari mancanegara membuka gerainya pertama pada bulan Oktober
1998, hanya terpaut 4 bulan pasca kerusuhan, Sebuah keberanian dan ketegaran
yang luar biasa, hypermarket itu malah dengan gencarnya membuka toke-toko
raksasa mereka.

Bisnis ritel dalam hal ini yang dilakukan oleh para pelaku yang
mempunyai format Pasar Modern (Mall, Hypermarket, Supermarket, Departement
Store, dan Shopping Centre) berkembang dengan pesat sampai ke daerah tingkat
IT di luar ibukota Propinsi, dan tumbuhnya kurang terkoordinasi yang pada
akhirnya jika tidak diarahkan secara dini akan dapat mengakibatkan tergusurnya
Pedagang Kecil dan Menengah, Koperasi serta Pasar Tradisional.

Kabupaten Jember sebagai salah satu kota besar di daerah Jawa Timur,
disamping Malang dan Surabaya mempunyai situasi dan kondisi yang potensial
dalam menumbuhkan dan mengembangkan bisnis ritel di Indonesia. Terbukti
dengan sudah banvak bermunculan pusat-pusat perbelanjaan dalam format
modern, diantaranya: Matahari Supermarket dan Departement Store, Alfa Toko
Gudang Rabat, dan sebagainya. Juga pusat-pusat perbelanjaan yang lebih kecil
yaitu Indomaret dan Alfamart, di samping pelaku bisni ritel lokal sendiri.

Para pelaku bisnis ritel di Jember tersebut berasal dari retailer nasional
yang tidak menutup kemungkinan akan juga menjadi incaran dari retailer
mancanegara dengan hypermarketnva. Jika tidak ada halangan dan rintangan
sebentar lagi akan dibuka pusat perbelanjaan yang sangat besar (Hypermarket) di
kota Jember yaitu di kawasan Mandiri Land.

Kota-kota kabupaten atau kotamadya, yang mempunyal komunitas tidak
sampai satu juta jiwa menjadi fokus ekspansi retailer nasional yang sebelumnya

tinggal puing. Ekspansi ini dilakukan tampaknya sebagai penghindaran (es
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caping) dari persaingan dengan retailer global (hypermarket) yang tidak mungkin
membuka gerainya di kota dengan populasi di bawah 5 juta jiwa kecuali bila
mereka menghadirkan benderanya dalam ukuran yang lebih kecil (ukuran
Supermarket).

Menghindari dampak kehadiran Pasar Modern yang dapat menekan
perkembangan Pedagang Kecil dan Menengah, Koperasi, serta Pasar Tradisional,
maka pertumbuhan dan perkembangan Pasar Modern perlu ditata dan dibina
kembali agar Pedagang Kecil dan Menengah, Koperasi serta Pasar Tradisional,
dapat tumbuh dan berkembang dalam mengisi peluang usaha yang terbuka.

Berdasarkan latar belakang seperti dalam pemaparan di atas, mendorong
dan memunculkan keinginan penulis untuk meneliti dan mengkaji, kemudian
menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah yaitu skripsi yang berjudul “KAJIAN
YURIDIS TENTANG PENGATURAN BISNIS RITEL PADA
PERDAGANGAN ECERAN (RETAIL ACT) DI KABUPATEN JEMBER”,

1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang di atas, dengan tujuan untuk membatasi ruang
lingkup kajian agar terdapat kesatuan arah dan arti serta memberikan kepastian
pada permasalahan yang diteliti. Maka penulisan skripsi ini mengambil
permasalahan yang terjadi dalam kaitannya aspek hukum dagang khususnya
bidang bisnis ritel pada perdagangan eceran yang terdapat di daerah Jember
sebagai lokasi penelitian.

1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat
dirumuskan beberapa permasalahan yang akan di bahas sebagai berikut:
|. Apakah ketentuan hukum yang berlaku sudah memadai dalam bisnis ritel di
Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan bagi para pelaku bisnis ritel?
3. Hambatan-hambatan apa yang terjadi dalam penegakan peraturan pada bisnis
ritel?
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1.4 Tujuan Penulisan
Penulisan skripsi ini memiliki dua tujuan, yaitu tujuan utama dan tujuan

khusus. Kedua tujuan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan Umum

I. Memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

2. Guna kepentingan ilmu pengetahuan dan para praktisi hukum, khususnya pada
bidang bisnis ritel agar dapat dijadikan pedoman untuk memahami dan
menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengkaji dan menganalisis apakah ketentuan hukum yang berlaku
sudah memadai dalam bisnis ritel di Indonesia.

2. Untuk mengkaji dan menganalisis terhadap perlindungan hukum yang
diberikan bagi para pelaku bisnis ritel.

3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam penegakan

peraturan pada bisnis ritel,

1.5 Metode Penulisan

Metodologi adalah usaha menemukan, mengembangkan, dan menguji
kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan
metode-metode ilmiah (Sutrisno Hadi, 2002:04). Karya tulis ilmiah yang baik
harus memenuhi syarat-syarat, yaitu: memiliki kebenaran, kepastian, tulisan yang
dibuat bersifat obyektif, dan susunannya sistematis. Penulisan skripsi ini
merupakan kajian dan analisis dari wawancara di lapangan serta kajian dan
analisis literature. Selanjutnya ditarik kesimpulan untuk memperoleh pokok-
pokok penyusunan skripsi ini. Penulis akan menjabarkan metodologi yang
digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:
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1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan

yuridis normatif, yaitu pendekatan dengan menganalisis dan mengkaji ketentuan-

ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur

hal-hal yang menjadi permasalahan yang akan dibahas. Metode pendekatan diatas

digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada

peraturan perundang-undangan yaitu peraturan satu dengan peraturan lainnya
serta kaitannya dengan penerapan dalam praktek (R. H. Soemitro, 1990:97).

1.5.2 Bahan Hukum

1.

Bahan hukum yang dipergunakan untuk penyusunan skripsi ini, yaitu:
Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri
dari Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Menteri
Dalam Negeri Nomor 145/MPP/Kep/5/97 dan Nomor 57 Tahun 1997 tentang
Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan, dan peraturan dasar serta
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang yang akan
dikaji berdasarkan permasalahan yang ada.
Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum skunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian,
literature, wawancara, buku-buku, majalah, artikel, dan data-data penunjang
lainnya yang mendukung pembahasan terhadap masalah yang disusun dalam
skripsi ini.
Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,
seperti kamus, ensiklopedia, internet, dan lain-lain (Soerjono Soekanto,
1985:14).

‘t\_
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1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum
Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan

skripsi ini, yaitu:

a. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan ini digunakan untuk mencari kﬂﬁsepsi-knnsepsi, teori-teori,
pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat
dengan pokok permasalahan. Kajian pustaka dilakukan dengan mengkaji dan
menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, karya
ilmiah para sarjana, serta buku-buku yang berkaitan dengan bisnis ritel di
Indonesia.

b. Studi Lapangan
Studi lapangan merupakan cara memperoleh data yang bersifat primer. Hal ini
akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya
jawab (wawancara) dengan pihak yang berhubungan dengan permasalahan
yang akan dibahas. Yaitu Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Penanaman
Modal, Matahari, dan Pasar Tanjung di Kabupaten Jember (R. H Soemitro,
1990:98).

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum menggunakan metode deskriptif kualitatif Metode
desl-:riptif‘_ kualitatif adalah suatu metode untuk memperoleh ganbaran singkat
tentang permasalahan dengan tidak didasarkan pada angka-angka, tetapi
didasarkan analisis yang telah diuji dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan-
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada (R
H. Soemitro, 1990:138). Bahan Hukum yang telah dikaji dan dianalisis yang
dimulai dari suatu permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang
bersifat khusus atau dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat
khusus. Selanjutnya ditarik suatu kesimpulan yang bersifat deduktif (Burhan
Ashofa, 1998:15).


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

BABII
FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Fakta yang dipaparkan pada skripsi ini adalah Kompas yang memberitakan
bahwa pada tanggal 24 Oktober 2005 para pedagang tradisional mengeluh dan
mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Hal ini
sebagai akibat kehadiran perusahaan ritel swalayan yang justru dikhawatirkan
dapat mematikan usaha pengelola Pasar Tradisional yang telah dirintis sejak
bertahun-tahun. Karena itu, sejumlah pedagang tradisional dan Kecamatan Arjasa
Kabupaten Jember datang ke DPRD Jember untuk mengadukan nasib.

Sekitar 8 (delapan) orang yang mewakili puluhan bahkan ratusan
pedagang tradisional yang mengajukan keberatan jika Indomaret atau Alfamart
masuk ke kecamatan Arjasa. Salah satu wakil pedagang tradisional yang diterima
Komisi A dan Komisi B DPRD Jember menyatakan untuk menjadikan usaha
seperti saat ini membutuhkan waktu bertahun-tahun,

Berdasarkan analisis ekonomi, usaha yang dilakukan oleh pengelola Pasar
Tradisional sebenarnya sulit bisa seperti ini sebab tenaga kerja dan sejumliah biayva
variabel tidak harus dimasukkan sebagai bagian dari modal. Sebelum pada tanggal
20 Juli 2005 menjelang dibukanya usaha Indomaret di kecamatan Arjasa beberapa
warga sudah menyampaikan surat keberatan kepada bupati Namun hingga saat itu
belum mendapat tanggapan yang sebagaimana diharapkan, malah sekarang warga
mendapatkan jawaban dengan pembangunan swalayan pada siang dan malam
hari. Hal inilah yang kemudian menimbulkan kecemburuan kepada warga sekitar.
Masalah ini sebenarnya sudah disampaikan kepada camat Arjasa, tetapi tidak bisa
memutuskan karena sudah ada tanda tangan persetujuan dari warga, kepala desa
setempat,

Wakil Ketua Komisi A DPRD Jember Mohammad Jufrida mengatakan,
pemenintah Kabupaten Jember sebaiknya bisa membatasi keberadaan perusahaan

pasar ritel agar jangan sampai menjamur ke pelosok desa atau kecamatan Jika
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setiap kecamatan ada perusahaan sejenis, hal itu akan dapat mematikan pedagang
tradisional yang telah merintisnya sejak bertahun-tahun. Faktor yang menjadi
penyebabnya ialah mereka tidak mampu bersaing di harga, apalagi jika masuk
ritel ada anggapan gengsi pembeli menjadi naik.

Kompas pada tanggal 30 Nopember 2005 memberitakan adanya proyek
pembangunan mall atau pertokoan di lokasi perumahan elite Mandiri Land
Jember, terpaksa harus dihentikan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah
Kabupaten Jember. Pemberhentian itu disebabkan manajemen Mandiri Land tidak
memiliki izin untuk mendirikan bangunan. Alasan itu diungkapkan oleh Kepala
Satpol PP Pemkab Jember Gatot Purwanto di kantornya. Proyek sebesar itu
memang masih belum memiliki izin mendirikan bangunan (IMB), Hider
Ordonantie (HO). Atau tidak melanggar Undang-Undang Gangguan dan
Persetujuan Prinsip.

Mandiri Mall dibangun di dalam kawasan Mandiri Land yang menurut
rencana didirikan di areal seluas sekitar 26 hektar. Namun, belum lama ini
mendapt protes dari warga sekitar karena berani menutup saluran irigasi yang
menuju areal persawahan. Segel untuk menghentikan pekerjaan  sudah
disampaikan kepada para pekerja sehingga mereka tidak dibenarkan untuk
melanjutkannya.

Mendirikan suatu bungunan memang harus memenuhi syarat-syarat yang
telah ditentukan oleh Undang-Undang, misalnya IMB dari pemerintah daerah
setempal. Pemberian ijin dari suatu bangunan yang seperti dipaparkan di atas
tidak hanya harus memperoleh ijin seperti bangunan biasa, tetapi juga harus
memiliki syarat-syarat untuk mendirikan usaha pasar modern.

Hal ini disebabkan Mall merupakan salah satu bentuk pasar modern yang
tidak boleh mematikan pelaku usaha lainnya , yang sama-sama di bidang ritel.
Pelaku usaha itu diantaranya pasar tradisional maupun toko-toko serta warung-
warung yang berada di kawasan pembangunan Mandiri Mall.
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2.2 Dasar Hukum
Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan yuridis , yaitu:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang:
a. Pasal 59
Bursa perdagangan adalah tempat para pedagang, juragan kapal, makelar,
kasir dan orang-orang lain yang bersangkut-paut dengan perdagangan . Hal
ini diselenggarakan berdasarkan kekuasaan Menteri Keuangan,
b. Pasal 60

Dari perundingan-perundingan dan kesepakatan-kesepakatan yang
diadakan pada bursa disusunlah ketentuan-ketentuan kurs-kurs wesel,
harga barang-barang dagangan, asuransi-asuransi dan muatan kapal laut
dan darat, obligasi dalam dan luar negeri, dana-dana, dan surat-surat
berharga lainnya yang dapat digunakan untuk menetapkan kurs.

Kurs-kurs atau harga-harga yang bermacam-macam itu disusun menurut
peraturan atau kebiasaan setempat.

c. Pasal 61

Jam mulai diadakan dan berakhirnya bursa, dan segala sesuatu yang
berkenaan dengan ketertibannya yang baik diatur oleh Menteri Keuangan
sebagai peraturan tersendiri.

2. Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Menteri
Dalam Negeri Nomor 145 / MPP / Kep / 5 / 97 dan Nomor 57 Tahun 1997
tentang Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan.

3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor
261 / MPP / Kep / 7 1997 tentang Pembentukan Tim Penataan dan
Pembinaan Pasar dan Pertokoan Pusat.

4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor
420/ MPP / Kep / 10 /1997 tentang Pedoman Penataan Pasar dan Pertokoar.

5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor
107 / MPP / Kep / 2 / 1998 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin
Usaha Pasar Modern.

6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23 / MPP / Kep / 1
/ 1998 tentang Lembaga-lembaga Usaha Perdagangan:
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a. Pasal | Angka (1)
Perdagangan adalah kegiatan jual-beli barang dan / atau jasa yang
dilakukan yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan pengalihkan
hak atas barang dan / atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.

b. Pasal 1 Angka (2) :
Perdagangan adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan
kegiatan perniagaan/ perdagangan secara terus-menerus dengan tujuan
memperoleh laba.

c. Pasal | Angka (3)

Lembaga Perdagangan, adalah suatu institusi / badan yang berbentuk
perorangan atau badan usaha baik schagai Eksportir, Importir, Pedagang
Besar, Pedagang Pengecer, ataupun lembaga-lembaga perdagangan lain
yang sejenis, yang di dalam tatanan pemasaran barang dan / atau jasa,
melakukan kegiatan perdagangan dengan cara memindahkan barang atau
jasa baik langsung maupun tidak langsung dari produsen sampai pada
konsumen.
d. Pasal | Angka (7)

Pedagang Pengecer (Retailer), adalah perorangan atau badan usaha yang
kegiatan pokoknya melakukan penjualan secara langsung kepada
konsumen akhir dalam partai kecil.

e. Pasal 1 Angka (34)
Toko Serba Ada (Departement Store), adalah toko skala besar untuk
melakukan penjualan berbagai macam barang.

f. Pasal | Angka (37)
Toko Swalayan (Self Service Store), adalah toko yang melakukan
penjualan barang-barang dengan tidak menggunakan bantuan pelayanan.

g- Pasal 1 Angka (39)

Mall / Super Mall / Plaza, adalah tempat atau bangunan (toko) dalam skala
besar untuk  perdagangan, rckreasi, réstoran dan sebagainya yang
diperuntukkan bagi kelompaok, perorangan, perusahasn atau koperasi
untuk melakukan penjualan barang-barang dan / atau jasa.
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h. Pasal I Angka (40)

Pertokoan (Shopping Centre), adalah suatu wilayah lingkungan / tempat /
bagian pertokoan dimana terdapat nan toko-toko sepanjang tepi
jalan dan atay wilayah lain yang dapat dijangkau oleh transportasi dan
masyarakat, dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai daerah
pertokoan yang pengelolaannya dilakukan secara mandir; oleh Pedagang
Kecil dan Menengah, dan Koperasi, dimana tata pelayanannya dapat

Pasar Modern, adalah pasar yang dibangun oleh Pemerintah, Swasta, atay
Koperasi yang dalam bentuknya berupa Mall, Supermarket, Departement
Store, dan Shopping Centre dimana pengelolanya dilaksanakan secara
modern, dan mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan
manajemen berada di saty tangan, bermodal relatif kuat, dan dilengkapi
label harga yang pasti.

k Pasal | Angka (43)

Pasar Tradisional, adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh
Pemerintah, Swasta, Koperasi atau Swadaya Masyarakat dengan tempat
usaha berupa toko, kios, los dan tenda, yang dimiliki/dikelola oleh

dan modal kecil, dan dengan proses jual beli melaluij tawar-menawar,
L Pasal 1 Angka (45)

Pasar Eceran, adalah pasar tempat dilakukannya usaha perdagangan dalam
partai kecil, (

m. Pasal 1 Angka (46) .
Pasar Swalayan (Super Market), adalah pasar yang kegiatan usahanya
menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari secara langsung kepada
konsumen dengan teknik pelayanan konsumen itu sendiri

n. Pasal 3 Ayat (1)
Termasuk sebagai Pedagang Pengecer (Retailer) adalah Agen Pabrik dan
Agen Penjualan, Agen Pembelian, Agen Penjualan Pemegang Merek,
Pemasok (Supplier), Dealer Pengecer, dan Pengecer Tanpa Toko.
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0. Pasal 3 Ayat (2)

Pedagang Pengecer (Retailer), sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibedakan menjadi Pedagang Pengecer Skala Kecil dan Pedagang

Pengecer Skala Besar.

) Pedagang Pengecer Skala Kecil harus memenuhi ketentuan sebagai
berikut: .

tidak lebih dari Rp, 200.000.000.- (dua ratus Juta rupiah);

2) hanya mempekerjakan beberapa Orang atau dikerjakan oleh
pemilik sendiri dan keluarganya.

b) Pedagang Pengecer Skala Besar harus memenuhi ketentuan sebagai

berikut:

1) memiliki modal usaha di luar tanah dan bangunan tempat usaha
sekurang-kurangnya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

2) megngunakan teknologi pemasaran dan pelayanan modern;

3) menguasai gudang secukupnya sesauj dengan komoditi yang

Pedagang ecer dapat mempekerjakan acbanygk—hanyanya 3 (tiga)
orang tena;fngasing yang berlatar belakang pendidikan Sarjana (81) atau
yang setara dengan S1 dan berpcngalamankmjasehnng-lmmngnyaE
(tiga) tahun di bidang dimana ia akan ditempatkan sebagai pembanty
teknis (technical assistant).

q. Pasal 7 Ayat (2)

Untuk setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh Pedagang
Pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pedagang Pengecer
tasdmdivmjibkmjugauntukmpdc j sekurang-kurangnya 3
(tiga) orang tenaga kerja Indonesia sebagai tenaga ahli atay tenaga
administratif

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Umum Perdagangan

konsumen untuk membelikan dan menjualkan barang-barang yang memudahkan
dan meminjamkan pembelian dan penjualan (C.S.T Kansil, 1994.01),
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Kegiatan perdagangan yang utama ialah membawa barang-barang dari
produsen ke tempat-tempat konsumen (pemakai) atau dari tempat yang
mempunyai kelebihan persediaan ke tempat-tempat yang kekurangan, Kegiatan
ini merupakan penanggulangan jarak diantara produsen dan konsumen atau
diantara tempat yang mempunyai kelebihan persediaan ke tempat yang
kekurangan persediaan (Iting Partadireja, 1978:04).

Perdagangan dapat dikelompokkan dari pelbagai aspek:

1. menurut cara-cara menjual barangnya
a. perdagangan besar, yaitu yang menjualnya barang semata-mata kepada
pedagang-lagi (distributor, dealer, dan pedagang-pedagang eceran, tidak
langsung kepada konsumen, Orangnya disebut pedagang besar.
b. perdagangan kecil, yaitu yang menjualnya barang langsung kepada
konsumen. Orangnya disebut pedagang kecil atau pedagang eceran.
2. menurut batas-batas tempat berdagang
1. perdagangan lokal, yang hanya berdagang dalam satu pulau atau dalam
- satu bagian pulau.
2. perdagangan inter-insuler, yang melakukan perdagangan antar pulau

(dalam wilayah Indonesia).

Perdagangan lokal dan inter-insuler disebut perdagangan dalam negeri.
3. perdagangan luar negeri, terdiri dari:

a. perdagangan impor, yang membeli barang dari luar negeri (orangnya

disebut importir)

b. perdagangan ekspor, yang menjual barang ke luar negeri (orangnya

disebut eksportir) _

c. perdagangan transito, yaitu yang mendatangkan barang dari luar negeri

untuk dijual lagi ke luar negeri atau pedagang meneruskan
3. perdagangan dengan tenggat waktu
8. perdagangan op levering (perdagangan dengan penyerahan).
b. Perdagangan termijn (perdagangan yang tidak memerlukan penyerahan).
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4. cara memperoleh dan menyebarkan barangnya
a. perdagangan mengumpul (collecterend), ialah yang membeli barang
secara berangsur-angsur, mengumpulkan dan mnyediakan
b. perdagangan menyebarkan (distribuerend), ialah perdagangan menjual
barang ke konsumen, setelah melalui pengangkutan dan penyediaan
5. menurut barangnya
a. perdagangan barang, contoh: perdagangan kopi, perdagangan kapok, dan
lain-lain
b. perdagangan surat-surat berharga, contoh: perdagangan  wesel,
perdagangan efek,dan lain-lain (Iting Partadireja, 1978:01).

2.3.2 Pengertian Perdagangan Eceran (Retail Act)

Pengertian perdagangan eceran (retail act) menurut bahasa kata ritel atau
retail beraxtieoﬁnnatauperdagmganm dan peritel atau retailer diartikan
sebagai pengecer atau pengusaha perdagangan eceran. Menurut kamus, kata retail
ditafsirkan sebagai “selling 6f goods and or services to the publics™, atau
penjualan barang d;m atau jasa kepada khalayak (Manser, dalam Asep ST Sujana,
2005:11)

Berman dan Evans (dalam Asep ST Sujana, 2005: 11) mengartikan kata
retail dalam kaitan retail management sebagai “those business activities involved
in the sale of goods and services to consumers Jor their personal, family, or
household use” atau keseluruhan aktivitas bisnis yang menyangkut penjualan
barang dan jasa kepada konsumen untuk digunakan oleh mereka sendiri, keluarga,
atau rumah tangganya. Davidson (dalam Asep ST Sujana, 2005: 12) memberikan
definisi tentang retail sebagai; “business establishment that derives over 50% of

total sales volume to ultimate consumers whose motive of purchase is for personal
or family use™ atau suatu institusi atau kegiatan bisnis yang lebih dari 50% dari
total penjualannya merupakan penjualan kepada konsumen akhir yang motivasi
belanjanya adalah untuk kepentingan pribadi atau keluarganya.

Kedua definisi tentang pengertian bisnis ritel yang patut diperhatikan
adalah:
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1. Penjualan kepada end user (konsumen akhir)

2. Motivasi pembelian konsumen adalah untuk kepentingan sendiri
(termasuk keluarganya) dan tidak untuk dijual kembali, atau paling
tidak lebih dari separuh penjulannya adalah kepada konsumen untuk
kepentingannya sendiri seperti yang diungkapkan Davidson,

Beberapa pengertian atau definisi tentang aktivitas bisnis ritel ternyata
tidak hanya sekedar merupakan penjualan barang dalam arti fisik, tetapi juga
meliputi penjualan jasa. Contohnya penjualan tiket pesawat, wartel, warnet, dan
sebagainya juga tercakup dalam kategori bisnis ritel. Penjualan jasa tersebut
merupakan penjualan “real services”. Jasa-jasa yang menyertai penjualan barang
(complementary services) juga termasuk didalamnya, yaitu layanan pesan antar
(delivery services), jaminan (guarantee/warrramty), dan fasilitas kredit
(penggunaan kartu kredit) dan atau leasing, contohnya: Sumber Kredit, Columbia,
dan lain-lain (Asep ST Sujana, 2005:12).

Pengertian bisnis ritel jika dikaitkan dengan tempat dilakukannya aktivitas
penjualan maka tidak hanya mencakup digunakannya sebuah toko (shop/store),
tetapi juga mencakup aktivitas serupa yang tidak menggunakan tempat khusus
dalam proses jual-beli. Contohnya mail order (layanan pesan barang via
surat/telepon), dan diret seliing (penjualan dari rumah ke rumah atau berdasarkan
keanggotaan nmulti level marketing). Berdasarkan pengertian bisni ritel mereka
juga merupakan bagian bentuk lain dari entitas bisnis ritel (Asep ST Sujana,
2005:13),

Penjual partai besar (grosir) atau wholesaler, dan bahkan pabrikan
(manufacture) dapat pula berlaku sebagai retailer, jika mereka juga melakukan
penjualan barang dan jasanya kepada konsumen akhir secara langsung. Contohnya
adalah konsep retailing Makro dan Goro yang memposisikan diri sebagai
wholesaler, namun juga melayani konsumen akhir. Selain itu, konsep factory
outlet merupakan contoh nyata bagi manufacture yang melakukan penjualan
langsung kepada konsumen akhir (Bata Factory Outlet, Metro Factory Outlet, dan
sebagainya). Bisnis ritel mempunyai fungsi dalam rantai distribusi sebagai tahap
akhir proses distribusi dengan dilakukannya penjualan langsung kepada konsumen
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akhir. Retailer juga berperan sebagai penghimpun berbagai kategori atau jenis
barang yang menjadi kebutuhan konsumen sehingga konsumen menjadikan toko
ritel sebagai tempat ruyjukan untuk mendapatkan (fo choose, 1o Jind) barang yang
dibutuhkannya (Asep ST Sujana, 2005:13).

Tingkat keuntungan yang maksimum dari retailer merupakan hasil dari
positioning yang optimum retgiler tersebut di pasar konsumen dan dj pasar
sumber barang/jasa (resourses market). Dan dari kemampuannya untuk beroperasi
seefisien mungkin dalam keseimbangan proses distribusi (Asep ST Sujana,
2005:15).

2.3.3 Pengertian Pasar Modern Dengan Pasar Tradisional
Pengertian pasar mempunyai beberapa arti jika ditinjau dari sudut pandang

yang berbeda, yaity:

Beringharjo di Yogyakarta, Pasar Wonokromo di Surabaya, Pasar Tanjung,
Pasar Arjasa, Pasar Tanggul di Jember. Contoh lainnya adalah “Pasar
Jongkok™ di Jakarta, yang mengharuskan pembeli berjongkok untuk melihat
barang sebelum bertransaks; karena penjual menggelar barangnya hanya di
atas tanah beralaskan plastik atay lainnya

2. Pasar dalam art “interaksi permintaan dan penawaran’. Contohnya selain
pembeli dan penjual yang harus ada, tetapi adanya kebutuhan dan pasokan
barang/jasa, seperti dalam istilah pasar modal terdapat aktivitas jual-beli
saham (dalam pecahan-pecahan tertentu). Contoh yang lainnya pasar barang
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bekas yang terdapat barang kebutuhan barang murah, yang biasanya berupa
barang bekas dan adanya banyak pasokan barang bekas. Dalam contoh barang
bekas ini, bisa terdapat suatu pasar dalam arti tempat yang menjadi ajang
bertemunya pembeli dan penjual barang bekas.

3. Pasar dalam artj “sekelompok anggota masyarakat yang memiliki kebutuhan
dan daya beli”. Pengertian ini merujuk pada dua kata kunci “kebutuhan™ dan
“daya beli”. Orang-orang dengan kebutuhan terhadap barang tertenty belum
disebut sebagai pasar jika mereka tidak dapat membeli barang dimaksud

Selanjutnya perly dijelaskan tentang pengertian pasar tradisional dan pasar
modern yang diatur dajam Keputusan Menter Perindustrian dan Perdagangan
Republik Indonesia Nomor 420 / Mpp / Kep / 10 / 1997 tentang Pedoman
Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan dinyatakan yang dimaksud dengan:
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satu tangan, bermoda] relatif kuat, dan dilengkapi labe] harga yang pasti
(Lampiran Kep. Menperindag RI No. 420/MPP/Kep/10/1 997).

1, Gerai

berbentuk perusahaan dengan melakykan kegiatan perdagangan ritel dalam skala
yang besar, Mempunyai gerai besar dan sckaligus gerai kecil Perusahaan
Perdagangan rite] pegar dapat memiliki format bervarias; dari yang terbesar
(perkulakan) hingga yang terkecil (minimarket) Contohnya kelompok Salim yang
memiliki geraj perkulakan  yaity Indogrosir, Pasar swalayan yaitu Lion
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Supermarket, Specialty Store yaitu Charmant, dan minimarketnya Indomaret dan

CeriaMart. Kata “perkulakan” banyak menimbulkan kerancuan karena ada peritel

yang menggunakannya untuk praktik perdagangan ecerannya. Tetapi bagi

masyarakat umum, hal ini tidak menjadi masalah, :,rang penting bagi mereka

adalah kesempatan berbelanja.

a. Pasar Modern

Pasar modern ditunjukkan juga dengan adanya gerai modern. Gerai modem
mulai beroperasi awal 1960-an di Jakarta. Arti modern di sini adalah penataan
barang menurut keperiuan yang sama dikelompokkan di bagian yang sama
yang dapat dilihat dan diambil langsung oleh pembeli, penggunaan alat
pendingin udara, dan adanya pramuniaga profesional. Salah satu contoh gerai
modern adalah Departemen Store, yang pertama di Jakarta adalah Sarinah
Dasawarsa 1960-an belum mengenal custumer service, Modemisasi
bertambah meluas pada dasawarsa 1970-an. Supermarket mulai diperkenalkan
pada dasawarsa ini. Konsep ome-stop shopping mulai dikenalkan pada
dasawarsa 1980-an yang kemudian menajdi populer di awal 1990-an. Istilah
pusat belanja mulai populer digunakan untuk menggantikan kata one-stop
shopping. Banyak orang yang mulai beralih ke gerai modern seperti pusat
belanja ini untuk berbelanja. Dasawarsa 1990-an adalah era diperkenalkan
konsep belanja supercenter dan hypermarket kepada masyarakat Jakarta
Kalau Supercenter berasal dari Amerika Serikat, contohnya Wal Mart, maka
hypermarket berasal dari Perancis, contohnya Carrefour. Supercenter menjual
30.000-an item barang (product item), sedangkan hypermarket menjual
50.000-an item barang. Jumlah item barang yang sedemikian besar, terbesar
dari seluruh jenis gerai yang ada di muka bumi, menjadikan hypermarket
mampu mengaplikasikan konsep one-stop shopping secara nyata Menjelang
pergantian ke dasawarsa berikutnya, istilah-istilah asing yang berkaitan
dengan bisnis ritel mulai bermunculan. Format gerai modem yang masih asli
dalam istilah asingnya dipakai, meniru apa yang ada di luar negeri. Hal ini
dipengaruhi utamanya faktor globalisasi, khususnya dari Amerika Serikat
Contohnya factory outlet dan distro (distribution outlet).
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Jenis-jenis gerai bermunculan di Indonesia pada tahun 2004, diantaranya:

L.

Minimarket; terjadi pertumbuhan sebanyak 1.800 buah selama 10 tahun
sampai tahun 2004. Luas ruang minimarket adalah antara 50 m2 hinga 200
m2.

Convenience Store; gerai ini mirip minimarkét dalam hal produk yang
dijual, tetapi berbeda dalam hal harga, jam buka, luas ruang, dan lokasi.
Convenience Store ada yang buka 24 jam dengan luas ruang antara 200
m2 hingga 450 m2 dan berlokasi di tempat yang strategis. Sebagian
produknya sedikit lebih mahal daripada yang dijual minimarket.

Specialfy Store; sebagian masyarakat lebih menyukai belanja di toko di
mana pilihan produk tersedia lengkap sehingga tidak harus mencari lagi di
toko lain. Keragaman produk disertai harga yang bervariasi dari yang
terjangkau hingga yang premium membuat specialty store unggul.
Contohnya Electronic City da Automall.

Factory Outler.

5. Distro (Distribution Qutlet).

Supermarket; sebanyak 700 buah berdiri dalam kurun 10 tahun sampai
tahun 2002. Supermarket kecil mempunyai luas ruang antara 300 m2
sampai 1.100 m2, sedangkan supermarket besar mempunyai luas ruang
antara 1.100 m2 sampai 2.300 m2.

Departemen Store; gerai jenis ini mempunyai ukuran luas ruang yang
beraneka, mulai dari beberapa ratus m2, hingga 2.000 m2 — 3.000 m2.

8. Perkulakan/Gudang Rabat/Warehouse Club.
9. Superstore; mulai 2.300 m2 samapi 4.700 m2.

10.
11.

Hypermarket; luas ruang di atas 5.000 m2.

Pusat Belanja yang terdiri atas dua macam: Mall dan Trade Center. Mall
memuat banyak gerai mulai dari toko (sfore) biasa sampai supermarket,
departemen store, amusement center, dan foodcourt. Trade Center mirip
mal tetapi tidak memiliki ruang publik seluas mall dan biasanya tidak

tersedia departement store dan amusement center.
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b. Pasar Tradisional
Gerai tradisional menunjukkan tempat tumbuh dan berkembangnya pasar
tradisional. Gerai tradisional adalah gerai yang telah lama beroperasi di negeri
ini, yaitu berupa: warung, toko, dan pasar. Warung biasanya berupa bangunan
sederhana yang permanen (tembok penuh) semi permanen (tembok setinggi 1
meter disambung papan sebagai dinding), atau dinding kayu seluruhnya.
Warung menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari. Menurut penelitian AC
Nielsen, selama 10 tahun sampai tahun 2002, telah tumbuh 1 juta warung
yang kebanyakan di luar kota besar dengan omzet rata-rata Rp 100.000,- per
hari. Terdapat gerai yang jauh lebih murah daripada warung dan bersifat
mobil (bergerak), yaitu gerobak, dimana profesi orangnya disebut sebagai
“pedagang keliling”. Tergolong kelompok pedagang keliling adalah pedagang
kaki lima (yang merupakan terjemahan dari istilah yang aslinya dalam bahasa
Belanda). Toko adalah format gerai tradisional yang bentuk dan penataan
interiornya lebih baik daripada warung yang menjual produk-produk tahan
lama (misalnya alat elektronik). Toko barang kebutuhan sehari-hari dikenal
dengan julukan lama “toko kelontongan™ atau disebut grocery store dalam
bahasa Inggris. Terdapat banyak ragam toko sesuai dengan barang jualan
mereka. Toko yang menjual emas disebut toko emas. Toko tekstil berarti toko
yang menjual bahan pakaian. Tetapi, gerai yang menjual jasa tidak disebut
sebagai toko jasa, misalnya: bengkel, binatu, pangkas rambut, rumah makan,
dan penginapan. Sebagian besar gerai tersebut kini lebih populer dengan
istilah asingnya, yaitu laundry, barber shop, restoran, dan hotel/motel. Toko,
juga warung, dapat berdiri sendiri tanpa ada toko atau warung lain di dekatnya
dmdapatbmkumpulhmmmkohiudan’nuumnmg.Pm:mhhpum
belanja versi tradisional. Di setiap kota, ibukota kecamatan, sampai pada
tingkat desa, pasar dapat diketemukan. Dalam suatu pasar tersedia berbagai
Mdﬁngmsegalamaumpmdukymgdipalukm masyarakat, dari barang
kebutuhan sehari-hari hingga produk tahan lama (tempat tidur, televisi). Pasar
terdiri atas kios-kios di bagian dalam dan toko-toko di bagian luarnya yang
menghadap jalan. Untuk pasar di desa, jajaran toko biasanya disambung
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dengan jajaran warung. Karena itu, pasar di desa dan juga pasar di kecamatan
akan terdiri atas kombinasi kios, warung, dan toko. Pada tingkat desa, pasar
hanya ditemukan satu saja. Ini karena satu pasar melayani seluruh masyarakat
desa. Pasar yang lebih besar dan biasanya lebih lengkap daripada pasar di desa
adalah pasar yang terletak di ibukota kecamatan. Karena itu, warga dari
pelosok desa yang ingin barang tertentu harus pergi ke pasar kecamatan yang
dijual di toko, bukan di kios. Sementara itu, pasar di kota yang juga adalah
ibukota kabupaten selain lengkap dengan segala kebutuhan pokok masyarakat,
Jjuga menyediakan produk yang tergolong premium untuk ukuran masyarakat
desa, misalnya bahan pakaian jenis tertentu yang mahal. Mereka mencari
barang dimaksud bukan ke dalam pasar melainkan ke toko yang berlokasi di
bagian depan pasar atau di sekitarnya (Hendri Ma’ruf, 2005:72).
2. Persaingan antar format- Tradisional dan Modern

Persaingan yang terjadi adalah persaingan tipikal antara satu perusahaan
ritel dan perusahaan ritel lainnya dalam format yang sama, misalnya hypermarket
dan supermarket. Tetapi persaingan itu meluas, tidak saja antara peusahaan yang
sama-sama memiliki hypermarket, atau antara supermarket melawan supermarket,
atau minimarket melawan minimarket, tetapi juga antara hypermarket melawan
supermarket, supermarket melawan minimarket, dan seterusnya. Terdapat
pengecualian, yaitu persaingan yang kecil, khususnya di kota kecil dan di
pedesaan, antara sebuah pasar tradisional dan pasar tradisional lainnya. Ini terjadi
karena pasar tradisional melayani suatu wilayah pemukiman pada tingkat kota
kecil, kecamatan, atau kelurahan (Hendri Ma’ruf, 2005:47).

Pasar tradisional di sebuah desa/kelurahan lebih kecil atau kurang lengkap
dibandingkan pasar tradisional di sebuah kecamatan. Pasar di kecamatan biasanya
dikitari toko-toko. Hal serupa ditemui di kota. Pasar tradisional berdiri di titik
tengah suatu wilayah sehingga akan memudahkan masyarakat dari segala penjuru
pada wilayah layanan pasar itu untuk datang. Sehingga suasana persaingan antara
satu pasar tradisional dan pasar tradisional lainnya sangat minim. Dalam istilah
pemasaran ritel, pasar tradisional di kecamatan dan desa memiliki captive market
karena hukum gravitasi (terdekat dari rumah konsumen) atau hukum spatial.
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Hanya sedikit saja penduduk yang rumahnya lebih dekat ke suatu pasar tradisional
berbelanja ke pasar tradisional lainnya (Hendri Ma'ruf, 2005:47).

Gerai-gerai modern lainnya seperti departemen store dan drugstore,
termasuk dalam lingkungan format modem. Dari gambaran persaingan antar
format antar perusahaan tersebut, dapat dilihat salah satu peluang, yaitu pemilik
toko dan warung yang berminat beralih format ke minimarket.

3. Fasilitas-fasilitas yang ditawarkan oleh masing-masing pelaku bisnis ritel
pada pasar modern dan pasar tradisional

Fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada konsumen antara pasar modem
dengan pasar tradisioanal sangat berbeda satu dengan yang lainnya. Pasar modern
menawarkan adanya kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada di satu
tangan Salah satu bentuk pasar modern, yaitu hypermarket. Empat kunci yang
ditawarkan oleh hypermarket dalam menarik konsumennya untuk berbelanja,
yakni kekuatan konsep hypermarket mengandalkan luas tempat (area) penjualan
4.000 — 15.000 m2. Dengan luas area penjualan tersebut, hypermarket dapat
leluasa mengaplikasikan konsep menjual segala barang (selling everything under
one roof) yang menjadi kecenderungan konsumen memasuki abad ke-21 ini,

Space for one stop shoppimg juga menjual barang semurah mungkin
(selling at the lowest price), produk atau barang dengan kualitas tinggi (product at
high quality) dan perhatian khusus kepada konsumen (customer Jocused) pun
menjadi kekuatan hypermarket. Luas area penjualan cukup memungkinkan untuk
menggabungkan konsep penjualan format ritel supermarket, departement store
dan discount store, sehingga hypermarket mampu menjual segala sesuatu (fotal
meechandise) keperluan konsumen (total solution services). Barang-barang
lengkap yang ditunjang oleh sistem logistik bagus (supply chain) untuk
melakukan sistem pembelian dalam volume yang besar menjadi kunci
bypermarket untuk menjual barang sebanyak dan semurah mungkin. Hypermarket
dapat mendikte para pemasoknya untuk menentukan harga (SWA, No.25/XX,
2004:59).

Besarnya volume barang yang dibeli dan dijual pada waktu bersamaan
memungkinkan menjual barang semurah mungkin (les margin at high turn over).
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Konsep penjualan “lowest price every day” bukan lagi suatu slogan, tetapi
menjadi praktik sehari-hari yang mendorong konsumen mengkonsumsi barang
semaksimal mungkin (customer impuls) di satu pihak dan menciptakan kompetisi
baru dalam industri ritel di pihak lain untuk meningkatkan daya saing, efisiensi
dan inovasi. Konsekuensi luas tempat penjulan dan harga yang murah mendorong
produsen melipatgandakan produksinya, sehingga barang-barang yang dipajang di
toko menjadi terjaga (SWA, No.25/XX, 2004:59).

Hypermarket menjual barang dengan kualitas bagus dan baru. Barang-
barang yang usang akan tersingkir secara otomatis di rak-rak (out for shelves)
toko, digantikan stok baru. Apa yang dilakukan hypermarket tersebut semata-mata
untuk memberi pelayanan kepada konsumen yang sifatnya bukan lagi individual,
melainkan multi-dividual, yakni memberi pelayanan, memenuhi dan memuaskan
konsumen satu demi satu ("one fo one consumer). Namun, kekuatan hypermarket
tersebut dapat berdiri kokoh apabila ditunjang adanya integrasi unsur-unsur pokok
yang bergerak secara dinamis ke seluruh pelosok dunia, yakni (1) barang jualan
(product), (2) peralatan (materials), (3) sistem informasi, (4) sumber daya
manusia, dan (5) keuangan (SWA, No.25/XX, 2004:59).

Fasilitas-fasilitas yang ditawarkan oleh pasar tradisional sangat minim
sekali adanya. Pada beberapa pasar tradisional memang masih ada yang memiliki
keunggulan kompetitif, yang tidak kalah dengan pasar modem. Keunggulan yang
dijumpai diantaranya barang-barang yang dijual memiliki kualitas yang sangat
bagus yang tidak bisa didapatkan di tempat lain. Contohnya sayur-sayuran. Tetapi
memang diakui atau tidak pasar tradisional yang ada di Indonesia sebagian besar
tersingkirkan oleh semakin bermunculannya pasar modern dengan berbagai
bentuknya.

Hal ini disebabkan oleh banyak faktor yang mempengaruhinya, antara
lain; pasar tradisional yang dulunya memiliki harga yang relatif murah,
kenyataannya sekarang menjadi lebih mahal. Kondisi pasar yang tidak bersih,
lantai yang becek dan suasana yang berbau tidak enak. Pasar tradisional juga
mempunyai waktu operasional yang terbatas. Lokasi yang kurang strategis
menyebabkan konsumen kesulitan untuk mendatanginya. Barang yang ditawarkan
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juga kurang jika dibandingkan dengan pasar modern. Mustahil, seorang wanita
yang bekerja di perusahaan terkemuka meluangkan waktu pada jam kantor untuk
ke pasar becek.

Mereka jelas akan memilih hypermarket ataupun supermarket, yang masih
buka selepas kantor. Sehingga dapat dikatakan pasar tradisional memang tak
mampu lagi memberikan keunggulan yang kompetitif jika dibandingkan dengan
pasar modern yang menawarkan banyak kelebihan dan keuntungan bagi
konsumennya.
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BAB IIT
PEMBAHASAN

3.1 Ketentuan Hukum Yang Berlaku Dalam Bisnis Ritel Di Indonesia

3.1.1 Peraturan Yang Dijadikan Dasar Dalam Operasionalisasi

Bisnis Ritel

Bisins ritel dalam perkembanganmya dan tahun ke tahun mengalami
peningkatan yang sangat pesat. Bisnis ritel yang terus tumbuh tersebut tidak
terlepas dari pertumbuhan berbagai bidang pembangunan lainnya. Jumlah
penduduk yang sangat besar memerlukan barang dan jasa yang sangat besar pula.
Pasar ritel yang tumbuh secara nasional tidak hanya akan menguntungkan peritel
besar atau produsen barang ntel tetapi juga menguntungkan para pentel kecil.
Para peritel kecil yang dimiliki oleh berjuta-juta penduduk Indonesia.

Bidang yang mempengaruhi petumbuhan bisnis ritel adalah adanya

perkembangan demografii. Jumlah penduduk Indonesia terus bertambah
menyebabkan semua barang dan jasa meningkat. Komposisi penduduk menurut
usia yang berubah, contohnya harapan hidup yang meningkat, membuat ragam
produk juga mengikuti, baik dalam jumlah maupun jenis. Pertumbuhan ekonomi
secara umum dan sektor-scktor ckonomi secara khusus mempunyai dampak
langsung vang segera Petumbuhan ekonomi yang meningkat, contohnya dan
4.5% menjadi 6% membuka lapangan kerja baru yang cukup besar. Meskipun
untuk tahun ini pertumbuhan secara nasional mengalami penurunan atau tidak
memenuhi target yang direncanakan oleh pemerintah.
Bisnis ritel yang mempunyai peranan sangat besar tesebut tentu membutuhkan
peraturan prundang-undangan untuk mengaturnya. Hal ini, agar terjadi sinergi dan
hubungan yang saling menguntungkan dan para pelaku ntel yang ada Jika
melihat peraturan perundang-udangan yang ada sekarang ini di Indonesia maka
tidak akan ditemukan semacam undang-undang yang menjadi payung bagi usaha
bisnis ritel. Namun demikian, karena bisnis ritel merupakan bidang yang
berhubungan dengan persaingan masa depan, maka bisnis ritel tidak boleh sama
sekali tidak ada aturannya.
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Peraturan yang dijadikan dasar dalam bisnis ritel adalah Keputusan
Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Menteri Dalam Negeni
Nomor 145 / MPP / Kep /5 / 97 dan Nomor 57 Tahun 1997 tentang Penataan dan
Pembinaan Pasar dan Pertokoan.

Dalam Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dengan

Menteri Dalam Negeri ini dijabarkan tentang para pelaku bisnis ritel, diantaranya:

a. Pasar, dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:

l. Pasar Tradisional yang didalamnya terdapat Pasar Desa, Pasar Kecamatan,
sertaﬁmk—bmmkpasarlainnyn.
2. Pasar Modem yang tediri dan Mall, Supermarket, Departement Store,

Shopping Centre, dan Waralaba.

b. Pedagang Kecil dan Menengah, yaitu pedagang yang melakukan kegiatan
usaha kecil sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995
tentang Usaha Kecil dan Peraturan dan Perundangan yang ditetapkan
kemudian.

¢. Pertokoan, yaitu suatu wilayah lingkungan / tempat / bagian / pertokoan
dimana terdapat bangunan toko-toko sepanjang tepi jalan atau wilayah lain
yang dapat dijangkau oleh transportasi dan masyarakat, dan ditetapkan oleh
peraturan dacrah sebagai daerah pertokoan

qunnmgmcngaturpemmndanpembimnpamdanpenokm
juga memiliki tujuan yang penting, yaitu melakukan pemberdayaan Pedagang

Kecil dan Menengah Supaya menjadi pelaku usaha yang tangguh, maju dan

mandiri dalam mngisi percepatan hasil pembangunan Di samping tujuan

kejelasan kewenangan dalam pengaturan, pembinaan, pengembangan, dan
pengendalian pasar dan pertokoan,

Menteri Dalam Negeri mempunyai peranan untuk melakukan pembinaan
teﬂmdapp:nataandanpembangtmanpasardanpemkm Kewenangan ini
memang cocok dengan kedudukan Menteri Dalam Negeri yang membawahi para
kepala daerah di seluruh Indonesia. Pembinaan terhadap penataan dan
pembangunan pasar dan pertokoan tidak dapat dilakukan secara tersentralisasi ke
pusat. Tetapi periy adanya pelimpahan wewenang yang diberikan kepada kepala
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daerah. Kepala daerah yang memimpin sebuah propinsi atau pun kepala daerah
yang memimpin sebuah kabupaten / kota lebih mengetahui situasi dan kondisi
masyarakat yang menjadi rakyatnya. Sehingga pembinaan terhadap penataan dan
pembinaan pasar dan pertokoan akan lebih efektif demi kesejahteraan bersama.

Disamping Menteri Dalam Negeri juga ‘diatur peranan Menteri
Perindustrian dan Perdagangan yaitu mengatur, membina, dan mengembangkan
kegiatanusahaperdagangmdipasardmpeﬂukoandanPedagmgKmildan
Menengah termasuk kemitraan agar mampu berkembang secara tangguh, maju
danmmdﬁiDcpanemcanindusuimda%Pcnhgngmsebagaimhsﬁmdi
bawah presiden yang memang bertugas dalam sektor perekonomian pada
umumnya dan bidang industri serta perdagangan pada khususnya diharapkan
mampumembarikankeadﬂanyangumhterhadappampelahlusahamg
mmﬁmw@nm(maﬂm)mmmmwm
ditunjukkan dengan tidak hanya mengurus dan memperhatikan peritel-peritel yang
memiliki modal yang besar, misalnya: Matahari Departement Store, Alfa Toko
Gudang Rabat, Hero Supermarket, bahkan Hypermart, Giant, dan lain-lain. Tetapi
harus membantu dan lebih membina pemilik toko, warung, maupun para pemilik
usaha dagang yang terdapat di pasar tradisional, Pembinaan dapat dilakukan baik
imdﬂambm&pcmbedanmmapelaﬂmnmat&mmgbﬁk,dm
pengaturan yang memberikan perlindungan terhadap para pelaku usaha tersebut
Karena pada kenyataannya pasar tradisional dalam wujud warung, toko, pasar
memiliki pangsa pasar 73,8% dari pasar ritel nasional. Jumlah gerai yang dimiliki
oleh peritel tradisional sebanyak 1.745.589 gerai yang tersebar di seluruh tanah
air. )

Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Menteri
Dalam Negeri tersebut apabila diteliti lebih mudah akan dijumpai pengaturan
mgbﬁkﬁmdm@nmmmwmmeﬂmmﬂ,&ﬁmmm4,
yang berbunyi:

(1). Lokasi Pasar Modern berada di Tbukota Propinsi Daerah Tingkat |

ditctapkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
(RTRWK);
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(2).Penctapan lokasi Pasar Modemn di Daerah Tingkat 11 yang
perkembangan kota dan tingkat ekonominya sangat pesat dan
berlokasi di luar Ibukota Propinsi Dacrah Tingkat I harus memperoleh
ijin secara khusus dari Menteri;

(3). Keberadaan Pasar Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
(2) wajib ikut menumbuhkembangkan kegiatan usaha Pasar
Tradisional dan Pengusaha Kecil dan Menengah melalui kemitraan:

(4). Terhadap Pasar Modern yang sudah ada sebelum keputusan Bersama
ini dikeluarkan, ketentuan pada ayat (3) harus dipenuhi secara
bertahap, disamping harus mempertimbangkan kondisi dan
perkembangan sosial ekonomi masyarakat setempat.

Pengaturan terhadap kehadiran pasar modern memang perlu lebih ditata dan
diawasi. Guna mengatasi adanya dampak negatif atas kehadiran pasar modern,
Tujuanyanglainagarpampedagangkwﬂdaum&gah,kﬂpemsi,%pasar
tradisional dapat tumbuh dan berkembang dengan memanfaatkan peluang yang
ada.

Pertumbuhan pasar modern di kota-kota diseluruh Indonesia yang sangat
pesat telah menimbulkan persaingan ketat yang mendesak keberadaan pedagang
kecil dan menengah yang bernaung di bawah pasar tradisional, karena semakin
lama semakin terjepit. Gambaran ini dapat dilihat di salah satu kota di Jawa Barat,
berdasarkan data dari Studi Akademika Bandung yang dipublikasikan pada bulan
Februari 2003, dikatakan ekspansi para peritel mengganggu pengecer kecil
Turunya omzet pengecer kecil 49% disebabkan oleh hadimya supermarket, 54%
karena hadimya departement store, dan 80% karena pengaruh  kehadiran
minimarket. Penurunan omzet pedagang kecil paling menonjol di tiga wilayah,
yakni Bekasi 39%, Karawang 41%, dan Bandung merosot sampai 85%. Sektor
yang omzetnya menurun adalah yang menjual sembako turun 44%, pakaian turun
49%, makanan dan minuman turun 30%, dan elekironik 42%.

Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Pande Radja
Silalahi menyatakan, pada era tahun 1999, pasar tradisional mengalami penciutan
9,2 %, sedangkan minimarket mengalami peningkatan 2%, Sementara pada tahun
2002, pangsa pasar supermarket mengalami penciutan, yang sebelumnya
mengalami peningkatan sebesar 7,1% dengan berkembangnya bisnis
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ritel hypermarket yang merupakan jenis format yang lebih besar jika
dibandingkan supermarket yang sudah ada.
3.1.2 Peranan Peraturan Daerah (Perda) Sebagai Landasan
Operasionalisasi Bisnis Ritel Yang Berada Di Kabupaten Jember

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Peindustrian dan Perdagangan
dan Menteri Dalam Negeri Nomor 145 / MPP / Kep / 5 /97 dan Nomor 57 Tahun
1997 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan, yang terdapat pada
pasal 3 ayat (3), berbunyi sebagai berikut:

“Pemerintah Daerah menetapkan lokasi pasar dan pertokoan™.

Sehingga dengan demikian pemerintah daerah memiliki peranan yang cukup
penting dalam regulasi bisnis ritel, Dalam kaitan ini, pemerintah daerah melalui
peraturan daerah (perda) memberikan suatu pengaruh terhadap terciptanya sinergi
diantara para pengusaha pasar modern dengan pedagang kecil dan menengah,
koperasi serta pasar tradisional.

Pasar modern yang terdiri dari Mall, Supermarket, Departement Store, dan
Shopping Centre berkembang dengan pesat sampai ke daerah tingkat IT di luar
- ibukota Propinsi. Pada kenyataannya sekarang ini tumbuhnya kurang
terkoordinasi sehingga apabila tidak diarahkan lebih awal akan mengakibatkan
tergusurnya pedagang kecil dan menengah, koperasi, dan pasar tradisional.
Peraturan daerah inilah yang memiliki peran dalam pembentukan Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota (RTRWK) dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kota
(RDTWK) yang serasi dan memenuhi syarat dasar dari penataan lokasi kegiatan
yang ditentukan dalam suatu perkulmn sehingga dapat membantu terwujudnya
upaya pengembangan pedagang kecil dan menengah, koperasi, dan pasar
tradisional.

Kabupaten Jember yang memiliki banyak pusat-pusat perdagangan eceran
(retail act) baik yang berbentuk pasar modern maupun pasar tradisional belum
mempunyai Peraturan Daerah (Perda) yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Kabupaten Jember guna mengatur bidang bisnis ritel tersebut. Padahal sudah
banyak terjadi gejolak yang tejadi dalam masyarakat sebagai akibat
bermunculannya minimarket-minimarket yang dibangun sampai ke tingkat
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mendapatkan ijin mendirikan bangunan atay ijin gangguan,

Memang, dilihat di lapangan dan jika hal ini terus dibiarkan dengan tidak
adanya Peraturan Daerah yang mengatur perkembangan minimarket atan pun
Supermarket maka peritel-peritel lain seperti pedagang kecil dan menengah,
koperasi, dan pasar tradisional akan semakin terdesak serta iama-kelamaan akan

formalitas belaka. Sebab banyak juga terjadi, para pemilik toko tradisional tidak
pernah dimintai jjin tentang berdirinya minimarket d; lingkungannya
Ketidakmampuan bersaing, peraturan yang kurang memihak, serta
perhatian yang juga kurang kian mengancam keberadaan pasar-pasar tradisional.
Kondisi serupa juga tefjadi di kota-kota besar lain Jawa Timur., Bahkan,
kemungkinan dalam wakey tidak terlampau lama lagi akan merambah kota-kota
kecil, jika melihat agresivitas perkembangan Pusat-pusat belanja atau pasar
modern. Pengusaha memang sangat jeli membidik peluang dan kesempatan,
bahkan tidak menunggu atau mencari, tetapi menciptakan peluang sendiri.
Larangan kehadiran Pasar modem di lingkup daerah tertentu diterobos melalui
model minimarket atay supermarket dalam kapasitas yang lebih kecil contoh:


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

waralaba maupun milik perseorangan. Penampilannya yang menarik dengan harga
agak miring membuat orang suka untuk mendatanginya
(www.solocybernews.com), '

Kehadiran bisnis ritel atau eceran modern semacam hypermarket,
supermarket, department store, serta pusat grosir atau kulakan memang tak
terelakkan sebagai bagian dari kemajuan dan perkembangan zaman. Kini belanja
bukan lagi sekadar kegiatap membeli barang-barang yang dibutuhkan, melainkan
Juga rekreasi. Untuk memenuhi fungsi di luar transaksi tersebut penampilan dan
penataan yang menarik menjadi suatu tuntutan, Menghadapi serbuan bisnis eceran
modern yang makin menyesakkan harus ada upaya memperbaiki penampilan
pasar tradisional yang selama ini dicitrakan becek, kumuh, semrawut, dan tidak
ada kepastian harga. Pemerintah kota dan kabupaten harus berlomba-lomba
mempercantik pasar tradisional. Pemerintah lota dan kabupaten dapat bekerja
sama dengan investor dalam merenovasi atan membangun kembali pasar tersebut.
Jika melihat kejadian di kota dan kabupaten yang sudah melakukan hal tersebut
diatas dijumpai berbagai persoalan sebagian besar berbuntut kurang baik, karena
banyak pedagang lama yang tersingkir akibat tidak mampu membeli kios baru.
Ada pula pedagang yang memilih berjualan di luar kompleks pasar, karena di
dalam tidak laku, terutama di pasar yang bangunannya lebih dari satu lantaj.

Persoalan tersendiri yang mesti dituntaskan oleh investor, pemerintah
daerah, dan pﬁfﬁg&ﬂg. Bagaimanapun dan apa pun yang terjadi bisnis eceran
tradisional, khususnya yang berbentuk pasar tradisional, toko atau pun warung
perlu diberi hak hidup agar tidak mati secara perlahan-lahan akibat desakan bisnis
ritel modern. Pertimbangan utamanya adalah di sana ada pelaku-pelaku ekonomi
kecil yang jumlahnya dominan dalam sistem perekonomian kita, yakni para
pedagang kecil. Jangan sampai mereka pun gulung tikar satu demi satu bersamaan
dengan kebangkrutan pasar, tempatnya mencari penghidupan. Di sinilah
keberpihakan para penentu kebijakan dibutuhkan. Tidak mungkin menghadang
dan mencegah bisnis eceran modern untuk berkembang, karena keberadaannya
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juga menjadi suatu kebutuhan masyarakat, walaupun tidak dalam persentase
besar, yakni kalangan menengah ke atas, Pengaturan dan penegakan peraturaniah
yang diperlukan, agar bisnis eceran tradisional juga bisa tumbuh dan hidup
berdampingan dengan bisnis eceran modem (www.solocybernews.com),

3.2 Perlindungan Hukum Yang Diberikan Bagi Para Pelaku Bisnis Ritel
3.2.1 Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Bisnis Ritel Yang Lebih Kecil

Hukum an sich (mumifteorinya) dapat dilibat dan dikaji dari berbagai
perspektif; dari scgi legalistik-positivistik, dari sgi fungsional, dan dari segi apa
yang dinamakan law in action. Berbicara mengenai bisnis ritel, baik dewasa ini
maupun mengenai persaingan bebas masa depan, sangat perlu bahkan mendesak,
kalau memang belum ada, undang-undang payung terutama dalam melindungi
bisnis retail dalam negeri. Dalam pada itu bisnis retail modem tidak boleh sama
sckali mematikan, bahkan memarginalkan usaha tradisional pun, seyogyanya
tidak boleh. Oleh karena itu, kalau memang belum ada, badan legislatif harus
diberi masukan untuk membentuk dan menata semacam undang-undang payung
yang menyangkut bisnis ritel, maka segala keputusan dan berbagai Menteri
maupun dari Gubernur, setidak-tidaknya dapat dicegah inkonsistensi dan apakah
itu oligopoli atau monopoli secara terselubung (J.E. Sahetapy, dalam
www.khnonline.com).

Persoalan yang tak pernah selesai dikaji adalah sampai seberapa jauh
koperasi dapat berperan dalam bisnis retail. Koperasi dalam pengamatan para
- Ppakar dan mereka yang berkecimpung dalam dunia perekonomian disebut sekedar
sebagai hiasan dinding belaka Pada hal dalam -Undang-Undang Dasar 1945
institusi koperasi masih tetap terpancang dengan jelas, Undang-undang induk atau
undang-undang payung mengenai bisnis retail perlu mengawasi agar tidak
diciptakan semacam diskriminasi dalam bentuk yang bagaimanapun. Sebab sekali
diskriminasi dibenarkan dan dibiarkan, maka itu berarti pula semacam pelecehan
ataupun perkosaan terhadap konstitusi 1945.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23 / MPP
[Kep/1/1998 tentang Lembaga-lembaga Usaha Perdagangan:Pasal 3 Ayat (2)
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“Pedagang Pengecer (Retailer), sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibedakan menjadi Pedagang Pengecer Skala Kecil dan Pedagang
Pengecer Skala Besar.
&). Pedagang Pengecer Skala Kecil harus memenuhi ketentuan sebagai
berikut:
1) memiliki modal usaha di luar tanah dan bangunan tempat usaha
tidak lebih dari Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah);
2) hanya mempekerjakan beberapa orang atau dikerjakan oleh
pemilik sendiri dan keluarganya.
b). Pedagang Pengecer Skala Besar harus memenuhi ketentuan sebagai
berikut:
I) memiliki modal usaha di luar tanah dan bangunan tempat usaha

sekurang-kurangnya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
2) meggunakan teknologi pemasaran dan pelayanan modern;
3) menguasai gudang secukupnya sesuai dengan komoditi yang

diperdagangkan;
4) menerapkan manajemen modern dalam pengelolaan usahanya”,

Mengkaji penggolongan / pembagian antara pedagang pengecer skala kecil dan
pedagang pengecer skala besar maka dijumpai banyak perbedaan antara
keduanya. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku bisnis ritel kecil
harus lebih diprioritaskan karena mereka jumlahnya berjuta-juta yang
mempekerjakan rakyat banyak. Pedagang pengecer skala kecil merupakan tipe
bisnis yang paling banyak jumlahnya dengan ukuran toko umumnya di bawah 100
m2, mulai kios atau toko di pasar tradisional sampai dengan minimarket, yang

Pengecer kecil tidak mungkin dapat bersaing secara langsung dengan
pengecer besar. Karena pengecer kecil yang diwujudkan dalam toko tradisional
atau warung dan sejenisnya tidak mampu bersaing dengan supermarket,
departemen store, atau juga minimarket yang didirikan oleh perusahaan induk
yang mampu menawarkan barang-barang jauh lebih murah. Belum lagi,
kenyamanan toko yang seif service, berpendingin udara, hingga iming-iming
undian berhadiah. Disamping itu, selisih harga juga tidak hanya ratusan perak,
namun hingga ribuan rupiah. Hal itu terutama terjadi pada barang-barang produksi
pabrik, seperti biskuit, minuman dalam kemasan, detergen, susu, sabun, dan
berbagai jenis produk lainnya. Sehingga dapat dipastikan konsumen dipastikan
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akxnk&hurkeminimarketbﬁnimarkﬂpclantetapipasﬁtdahmenggesﬂ
pengecer kecil yang memiliki toko tradisional mereks,

pemerintah. Hukum persaingan memberikan wewenang kepada pemerintah untuk
mengatur kebijakan persaingan terhadap bisnis ritel ‘Memang, hukum persaingan
usaha menetapkan, bahwa setiap pelaku usaha mempunyai hak dan kesempatan
yangnmnuMHkmmkkepamtmmudimﬂathndamsia.Arﬁnya,se&ap
pelaku usaha bebas masuk, hambatan masuk pasar Indonesia hampir tidak ada
Iagl',tetapiﬁdnkbwﬁbahmmhdﬂnﬂdnmmhﬁibbebasmsebebas-
bebasnya kepadasetiappelakuusuhamemhuhusahmya,dimanadiamauyang
menurutnya sangat strategis bagi usahanya (www.sinarharapan com).
Pema‘intahbuhakdanbﬂwmgmmgawrpembeﬁaniﬁuusahaﬂohsi}
usahayangsehat,hundus:fﬂanﬁnrDalamhmnmwbagmm
Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 420 I/ MPP /
Kep / 10/ 1997 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan
rﬂgpadamthyamﬁupahnmnjukpdﬁkmdahmﬂngkamm
pembinaan, pengembangan, dmpmgmdalianPasm‘hfodﬂndiDaﬁ'ﬂhngka
mmm%mmnmmmwmm@mmm
pﬂtokomPnInK&mimangusahaPasarModﬁndmngedagangKedldnn
Menengah, Koperasi, umrdeiﬁodemmmhngkmh@mm
usaha perdagangan di pasar dan pertokoan.
Kﬂﬁﬂummﬂlgemimﬁbagipdahlmhmw
minimrketdanpmgeoerkedlpafudhﬁﬂpkm,kmmakhumbagibimisrﬂﬁ
Ialmsisangaxmenenmkmbq'hasilﬁdaknyahisnisriteltﬁm Oleh karena itu,
ﬁmmm%fmmﬂumm&wmwmmmm i
unmrpamuamkomnﬁdﬁimmﬂmpaﬁnghiﬁs.
Jadi, untuk tetap Mmj&minmlenggmmpmﬁngmdimmitd,pﬁ‘m
ditetapkan ketentuan zonasi. Misalnya hypermarket dan supermarket diberi izin
usaha di pinggiran kota yang juga dilalui oleh kendaraan umum. Dan untuk
minimarket dapat diberj izin useha di mal-mal dan di daerah penduduk, tetapi
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bawah harga pokok (jual rugi) untuk menarik konsumen, maka Komisi Pengawas
Persaingan Usaha (KPPU) harus melakukan investigasi, dan kalau terbukti
melanggar ketentuan pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menyatakan pelaku usaha
dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan melakukan jual beli
atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan
alau mematikan usaha pesaingnya di pasar, sehingga dapat mengakibatkan
terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, harus dijatuhi
sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Seperti pengalaman di Jerman, Wal Mart dari AS menjual sehagian
barang-barangnya di bawah harga pokok, di bawah harga jual supermarket dan
minimarket yang lain, yang mengakibatkan supermarket dan minimarket tersebut
tidak mampu bersaing. Berdasarkan hasil investigasi Badan Antimonopoli
Jerman, maka pada 7 September 2000 Badan Antimonopoli Jerman menetapkan,
bahwa Wal Mart menjual sebagian barang-barangnya di bawah harga pokok yang
mengakibatkan pelaku usaha kecil dan menengah tidak mampu bersaing
dengannya. Badan Antimonopoli Jerman menjatuhkan denda kepada Wal Mart
tersebut dan melarang barang-barang tersebut dijual di bawah harga pokok lagi.
Jadi, untuk menyelenggarakan persaingan usaha yang sehat bagi peritel,
pemerintah menetapkan peraturan yang mengatur tentang bisnis ritel, dan
pemerintah daerah yang menetapkan kelentuan zonasi (izin lokasi}-nya bagi
hypermarket, supermarket, minimarket dan pengecer kecil
(www.sinarharapan com).

Pemerintah pusat telah mengeluarkan aturan mengenai penataan pasar dan
pertokoan melalui surat keputusan bersama (SKB) dua menteri, Menperindag dan
Mendagri No 145/MPP/Kep/5/ 19§? tentang Penataan dan Pembinaan Pasar dan
Pertokoan. Sedangkan Pemerintah Daerah bertanggungjawab mengatur rencana
tata ruang wilayah kota (RTRWK) termasuk pengaturan wilayah bagi
pengembangan pasar tradisional, rite! skala kecil, menengah, dan besar.
Permohonan Izin Prinsip pendirian pasar modern berada pada kepala daerah
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dengan melampirkan rencana pendirian yang disertai dokumen pendukung dan
rencana kemitraan dengan UKMK. Penerbitan izin tersebut itu juga harus
mendapat pertimbangan dan rekomendasi dari tim yang dibentuk kepala daerah
dengan keanggotaan dari dinas terkait, asosiasi pengusaha ritel yang diakui
pemerintah serta pihak lain yang dianggap perlu. Kéwenangan penerbitan Izin
Usaha Pasar Modemn (IUPM) berada di Menteri Perdagangan namun kewenangan
itu dapat diserahkan ke kepala daerah setempat.

Pasar moderen atau toko modemn baru dapat melakukan kegiatan usaha setelah
memiliki [UPM. (Zainal Arifin, dalam www.lkbnantara com).

322 Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Bisnis Ritel Pada Pasar
Tradisional

Pasar Tradisional sebagai pusat perbelanjaan yang sudah ada sejak masa
kerajaan-kerajaan Nusantara memegang peranan yang sangat penting dalam
menopang kegiatan perekonomian bangsa Indonesia. Pasar yang merupakan
tempat bertemunya penjual dan pembeli yang pada akhimya membentuk suatu
harga dijalankan oleh sebagian besar masyarakat.

Pada tahun 1970-an, masyarakat biasa menyaksikan tokoh-tokoh terkenal,
seperti pejabat, pengusaha, artis, maupun penyiar televisi, berbelanja di pasar.
Mereka tak segan-segan keluar-masuk kawasan pasar yang kini lebih dikenal
sebagai pasar tradisional. Mereka pun dengan senang hati berbelanja sayuran,
buah-buahan, ikan, daging, pakaian, peralatan rumah tangga dan kebutuhan
lainnya. Sekarang ini, pemandangan seperti itu sangat jarang kita jumpai. Orang-
orang terkenal atau para selebritis, pengusaha dan pejabat maupun anggota
legislatif febih suka berbelanja berbagai kebutuhan di hypermarket, supermarket
maupun. minimarket. Bahkan rakyat biasa pun kini makin banyak yang beralih ke
tempat belanja yang disebut sebagai pasar modern itu. (Dharma, dalam
www.republika.com).

Pasar tradisional semakin sepi pengunjung ditambah dengan banyak ritel
modern yang berdiri tak jauh dari pasar tradisional, Bahkan ada yang
berdampingan atau menempel dengan pasar tradisional. Pasar tradisional makin
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terdesak dan ditinggalkan pengunjungnya. Secara rata-rata, pengunjung pasar
tradisional tinggal 40 persen. Bahkan sebagai contoh di Jakarta, ada sembilan
pasar yang hampir punah. Konsumen berbondong-bondong beralih ke pasar
modern. Pangsa pasar tradisional tinggal 40 persen, tergerus oleh pasar modern.
Melihat kenyataan di atas, pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih adil
terhadap pasar yang melibatkan belasan juta pedagang kecil tersebut.

Fakta lain juga menunjukkan pada tahun 70-an sampai awal 80-an, seluruh
pembeli, kelas bawah hingga atas, belanja di pasar tradisioan]. Pertengahan 80-an
sampai awal 90-an, mulai muncul pasar modern, seperti Golden Trully, Hero,
Ramayana, dan Matahari, Sebagian pembeli beralih dari pasar tradisional ke pasar
modern. Tahun 90-an merupakan booming pasar modern. Masyarakat pun
berbondong-bondong ke pasar modern. Tahun 2000-an, pasar tradisional makin
meredup. Apalagi dengan makin menjamurnya hypermarket. Sekitar 50-60 persen
pangsa pasar tradisional terambil oleh pasar modern. Sisa yang 40 persen itulah
yang saat ini masih diraih oleh pedagang tradisional, terancam oleh pasar modern
yang makin menyebar di berbagai tempat. Dan setiap saat bisa makin berkurang,
pasar tradisional makin terpukul (Asnawi, dalam www.republika.com). Banyak
penyebab dan persoalan yang melatarbelakanginya, salah satunya manajemen atau
pengelolaan pasar yang tidak baik. Selain itu, kebijakan pemerintah yang tidak
berpihak kepada para pedagang kecil yang berada di pasar tradisional, Pemerintah
lebih condong kepada beberapa pedagang besar yang dimiliki baik oleh pemilik
modal dalam negeri maupun pemilik modal asing dengan kepemilikan ritel
modern mereka.

Globalisasi memang sebuah kenyataan yang tak bisa dihindari, misalnya
masuknya para peritel asing ke Indonesia. Tetapi meskipun demikian, seharusnya
hal itu tidak kebablasan. Jika kita membandingkan dengan kondisi perdagangan
eceran (ritel) di negara tetangga Singapura hanya terdapat satu outlet Carrefour
(Hypermarket yang berasal dari Perancis) dengan Jakarta yang memiliki 50 outlet
pasar modern, baik hypermarket maupun supermarket jelas sangat bertolak
belakang. Keberadaan mereka jelas mematikan pasar tradisional Apalagi di
tingkat lingkungan, kini sudah hadir minimarket yang dikembangkan oleh
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perusahaan jaringan minimarket yang memiliki modal besar, yang menjadi
pesaing berat warung-warung kecil,

perekonomian nasional, sebab melibatkan jutaan pedagang. Diperkirakan terdapat
24 ribu pasar di seluruh Indonesia, yang mencakup 12,6 juta pedagang. Pasar
tersebut bervariasi, dari yang kecil, terdiri dari sekitar 200-500 pedagang, hingga
yang besar seperti Tanah Abang dan Senen Jakarta yang memiliki anggota 10.000

sampai 20.000 pedagang.
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temuan-temuan KPPU atas terjadinya persaingan tidak sehat di industri ritel,
Karena itu, KPPU mendesak pemerintah membuat UU Ritel untuk mengatasi
persainganusahayangﬁdaksaha:disektorpaﬂaganganﬁtel.KPPUsiap
memberi masukan bagi pemerintah jika diminta untuk mempersiapkannya. UU
Ritel tersebut diharapkan mampu mengakomodasi bérbagai permasalahan yang
menyangkut ritel, mulai dari pengaturan persaingan antara pasar tradisional
dengan pasar modern, pasarmademdenganpasarmodan,danp&saingans&sama
Pasar tradisional. Pasar dalam bentuk apapun merupakan aktivitas usaha yang
paﬁnghanyakmcﬁbatkankeﬁﬂmumhalﬂmy&ﬂﬂah%upaya
mensejahterakan masyarakat adalah dari sistem pengaturan pasar yang dapat
dikendalikan dan dikelola dengan baik. Pada waktu ini pemerintah sedang
menyelesaikan penggodokan peraturan soal pasar yang akan dikeluarkan dalam
-mm&ﬁdm@mm)mmmmm
mengeluarkan peraturan menyangkut “hypermarket" (Tadjuddin, dalam
www.republika.com),

.« Bagaimanapun dan apa pun yang tetjadi bisnis eceran tradisional,
khususnya yang berbentuk pasar tradisional, perlu diberi hak hidup agar tidak
mati secara perlahan-lahan skibat desakan bisnis ritel modern. Pertimbangan
Mamanyaada!nhdisamadnpdam-pdahelmnumikmil yang jumlahnya
dominmdalamﬁstempaeknuomimkﬂz,yaknimpedagangkncil Jangan
sampaimu'elmptmguhngﬁhrmmdemisambasmaandmgmkebanghutan
pasar, tempatnya mencari penghidupan Jika ifu yang terjadi, akan menambah
pasodanbangsainiyangtﬁushahmdaﬁsﬂukﬂsiskekﬁsishinnﬁ,mwms
di sektor eckonomi. Jumlah penganggur tentu meningkat dan berpotensi

PcngammnmmgenaiPasardeisionalyangadasekmnginimsih
berbentuk Peraturan Daerah (Perda). Sehingga peraturan-peraturan daerah antara
damhyangsamdmgmmglainnya berbeda. Sebagian besar Peraturan Daerah
(Perda) tentang Pasar di Indonesia tidak mengatur batas yang tegas antara pasar
modern dengan pasar tradisional » terutama berkait jenis dagangan yang
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4]

ditawarkan. Untuk barang tertenty, harganya lebih murah yang dijual pasar
modem. Sebab mereka bisa memotong distribusi bahan sehingga cost-nya lebih
murah. Jadi, untuk tetap menjamin terselenggaranya persaingan di antara peritel,
perlu ditetapkan ketentuan Zzonasi. Misalnya hypermarket dan supermarket diberi
izin usaha di pinggiran kota yang juga dilalui oleh kenderaan umum. Dan untuk
minimarket dapat diberi izin usaha di mal-mal dan dj daerah penduduk, tetapi
ditetapkan jaraknya satu dengan yang lain, khususnya Jaraknya dengan pengecer

dengan tawar menawar harga yang dilakukan sungguh bisa menggugah rasa
kemanusiaan warga sedangkan pasar modem selama ini lebih merupakan
konsumsi masyarakat menengah ke atas,

Pengaturan zonasi yang dituangkan dalam bentuk perda selama ini, dalam
penerapannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal ity menimbulkan keluhan
dari pihak yang merasa dirugikan, seperti posisi pasar tradisional yang makin

Pada Bisnis Ritel
Penghambat darj Penegakan peraturan pada bisnis ritel dapat ditinjau dari
hal-hal sebagai berikut:
1. Badan-badan yang berwenang memberikan izin pada bisnis ritel,
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Bebicara mengenai bisnis retail ini, akan dijumpai falsafah yang buruk dari
badan-badan yang memberi izin. Terlalu banyak meja dan lorong untuk mengurus
izin sesungguhnya memberi indikasi bahwa dunia hukum kita sebetulnya tidak
bersih, sehingga membuat falsafah kalau dapat dibikin sulit kenapa harus
dipermudah. Birokrasi yang kotor dan berbelit-belit, ujung-ujungnya semua orang
sudah mengetahui. Sekali lagi, undang-undang payung harus disusun dan
diberlakukan kalau itu memang belum ada Tanpa itu akan timbul banyak
kebijakan yang tidak bijak (J.E. Sahetapy, dalam www.khnonline.com).

2. Peraturan yang dijadikan dasar operasinya perdagangan eceran (retail
act).

Peraturan vyang ada saat ini yaitu Keputusan Bersama Menteri
Perindustrian dan Perdagangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 145 / MPP /
Kep / 1997 dan Nomor 57 Tahun 1997 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar
dan Pertokoan. Peraturan ini sebenarnya memberi peluang kepada pedagang kecil.
Namun peraturan ini tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Banyak
ketentuan-ketentuan yang sudah tidak diperhatikan dan hanya sekedar formalitas
belaka yaitu terutama masalah perizinan pasar modern. Regulasi tentang masalah
ritel sudah seharusnya dibuat untuk menghindari persaingan tidak sehat diantara
pelaku bisnis ritel. Walaupun saat ini undang-undang tentang ritel tersebut masih
dalam proses, pelaku bisnis ritel domestik tidak perlu merasa takut untuk
bersaing, terutama dengan ritel asing yang masuk ke Indonesia.

Ke depan perlu kajian ulang terhadap peraturan daerah mengenai IMB,
khususnya untuk bangunan yang akan dijadikan sarana komersial seperti
hypermarket, mall, supermarket, departement store, dan lain-lain. Peraturan
daerah yang dijadikan landasan yuridis dalam bentuk teknis untuk pendirian usaha
pasar modern khususnya sangat mudah untuk dirckayasa atau sangat lemah
Pemerintah perlu mengingat bahwa bila dalam permasalahan yang berkait dengan
penyimpangan peraturan dacrah, contohnya peraturan daersh mengenai luas
maksimal pusat perbelanjaan di tengah kota yang diatasi dengan kebijakan akan
muncul masalah lain. Pelanggaran terhadap peraturan daerah, misalnya, seolah-
olah dapat dinafikan dengan kebijakan. Pada saat muncul permasalahan antara dua
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pihak yaitu para pelaku usaha ritel tradisional dan pelaku usaha ritel modern, yang

mempunyai akses dan cukup kuat secara finansial, pemerintah akan jadi sasaran

kesalahan.

3. Konsumen yang lebih menyukai untuk berbelanja di pasar modern
(Hypermarket, Supermarket, Departement Store, Mini Market, dan lain-
lain).

Menurut data AC Nielsen, perkembangan kontribusi pasar tradisional
terhadap penjualan barang konsumsi menurun dari 84,1% tahun 1999 menjadi
74,9% tahun 2002, Sebaliknya, supermarket mengalami kenaikan dari 13% (1999)
menjadi 20,1% (2002). Dan minimarket meningkat dari 3% (1999) menjadi 5%
(2002). Konsumen yang lebih menyukai berbelanja di supermarket ataupun
minimarket, seperti Hero dan Indomaret. Bahkan juga di Carrefour. Hal itu
merupakan tantangan bagi pedagang ritel tradisional untuk memaksimalkan
instrumen persaingan. Tidak hanya harga, tetapi juga lokasi usaha yang nyaman,
efisiensi produksi, pelayanan, dan keragaman produk. Namun, tetap harus ada
peraturan untuk menjaga persaingan bisnis ritel itu sendiri.

4. Persetujuan yang diberikan oleh masyarakat sekitar gerai yang akan
dibuka.

Masyarakat yang merupakan konsumen baijk itu pasar tradsional dan pasar
modern tentu mengharapkan barang-barang yang dijual oleh kedua pasar tersebut
murah. Mereka akan memilih tempat dimana barang-barang yang dijual
mempunyai harga yang paling murah. Jika kita bandingkan antara ritel modern
dan ritel tradisional, maka akan nampak sckah keunggulan ritel modern.

Berikut ini diuraikan beberapa aktivitas ritel modern yang menyebabkan

hancurnya kelompok kecil.

1. Fasilitas yang tak tersaingi. Dengan tempat yang strategis dan nyaman
membuat konsumen krasan belanja. Kenyamanan ini meningkatkan
pola konsumtif masyarakat. Bagi masyarakat kecil hal inj harus
dicegah. Bahkan mereka yang rumahnya jauh pun rela melakukan
perjalanan  ekstra. Akibatnya tempat-tempat belanja tradisional
ditinggalkan,
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2. Karena telah dimanjakan dengan suasana, tak jarang ritel modem
menipu melalui strategi harga Harga yang tercantum pada dafiar lebih
murah dibandingkan dengan yang dibayar pada kasir. Banyak pembeli
tak sadar hal ini. Cara lain vaitu ritel raksasa menetapkan dan
mengkomunikasikan diskon yang menarik ‘untuk beberapa item pada
periode tertentu, tetapi mengambil untung besar dari item lainnya.
Lebih dari itu, masa diskon yang dijanjikan tidak sebanding dengan
jumlah item yang ditawarkan, sehingga sewaktu pembeli mencarinya
maka dikatakan habis. Hal ini harus dianggap penipuan mengingat
kemampuan dan tingkat pemahaman konsumen masih rendah.

3. Muculnya semacam kartel jaringan antara produsen dengan peritel
modern secara langsung. Seperti Unilever Indonesia membentuk
distributor khusus untuk melayani kelompok ritel modern, sehingga
menyaingi distributor untuk kelompok tradisional. Karena volume
pembelian yang demikian besar, ritel modem mampu mendikte
produsen termasuk harga yang lebih murah dari distributor tradisional,
Akibatnya tidak akan ada ritel kecil tradisional yang bisa menjual
lebih murah dari ritel modern. Dengan demikian keuntungan semakin
terakumulasi pada kelompok ritel modern. Sebaliknya produsen kecil
jangan berharap produknya bisa dipajang pada rak-rak yang tersedia di
ritl modern. Costnya tak akan sebanding dengan volume
penjualannya. Seakan-akan ritel raksasa hanya untuk dinikmati
produsen  yang  modem juga  (Sawaruwono,  dalam
WWW.jawapos.com). )

Keunggulan-keunggulan seperti tersebut di atas, maka apabila suatu pusat
perbelanjaan modemn dibangun di tengah-tengah masyarakat akan dengan senang
hati mereka memberikan persetujuanya. Padahal sesuaj dengan aturan bahwa
pendirian pasar modern harus memenuhi ketentuan dan memilikj surat ijin usaha
pasar modern, sehingga para peritel kecil maupun pasar tradisional tidak
dirugikan.
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3.3.2 Penanganan-penanganan Yang Dilakukan Dalam Mengatasi
Hambatan-hambatan Penegakan Peraturan Bisnis Ritel

Penanganan-penanganan yang perlu dilakukan dalam penegakan peraturan
bisnis ritel antara lain, yaitu:

1. Badan-badan yang berwenang agar lebih’ memperhatikan, dan
melindungi serta mempermudah para pelaku bisnis ritel dalam
menjalankan usahanya.

Berbicara mengenai bisnis retail ini, sudah waktunya untuk
menghilangkan falsafahynnghm:kdarih&dan-badmymgmﬂmbaiizin. Untuk
itu perlu disederhanakan semuanya itu, bukan saja secara transparansi tetapi juga
secara akuntabilitas. Pesatnya pembangunan pusat perbelanjaan dan mall seperti
di Surabaya mendorong Komite Pengawas Persaingan Usaha Daerah (KPPUD)
Jatim sebagaimlahsatubadanyangpedulipadamsfbpampelaku bisnis ritel
mengusulkan adanya pengaturan usaha ritel. Salah satu yang mendesak adalah
pemberlakuan zoning ritel dan pengaturan radius pendirian pasar tradisional dan
pasar modem. Peraturan ttu untuk mengantisipasi persaingan antara pelaku usaha
ritel di pasar tmd:swm.l dan pasar modern termasuk hypermarket, minimarket,
dan mall. Filosofinya, pasar tradisional tidak mungkin dihadapkan dengan pasar
modermn. Selamainimcmangkamkbcﬁstikmudukmgdiﬁnldipasarh‘adisinml
dan modern memang berbeda. Namun suatu saat sangat dimungkinkan produk
yang dijual akan sama dan itu akan mematikan pasar tradisional. Misalnya saja
minimarket bersebelahan dengan pasar tradisional. Sebetiillnya tidak ada masalah
karena segmennnya memang beda, namun siapa yang bisa melarang bila suatu
saat minimarket menjual sayur mayur, karena tidak ada peraturannya. Dengan
admyapm'damengcnmradmsmaumnam!mmajpendmmpammodmdm
pasar tradisional ini akan membuat lebih tertib. Jika melihat Jakarta saja, di sana
sudah ada perda yang mengatur ini sejak 2002 laly, Ekspansi usaha bisa lebih
teratur, Sementara untuk pendirian sebelumnya tidak bisa direlokasi karena
peraturan itu tidak berlaku surut (Junaidi, dalam WWW.jawapos.com),
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2. Bisnis ritel membutuhkan regulasi pemerintah yang jelas dan transparan.

Pelaku ritel modern selama ini menyebabkan merosotnya pendapatan
pasar tradisional. Oleh karena itu, yang dibutuhkan sekarang adalah regulasi
pemerintah yang jelas dan trasparan. Data terakhir menunjukkan omzet ritel
modern mulai mengambil porsi ritel tradisional. Bila tahun 2002 omset ritel
tradisional merebut pasar sekitar 74 persen, saat ini omzet ritel tradisional merosot
di angka 63 persen. Penurunan kontribusi ritel tradisional itu juga disebabkan
pemerintah belum memiliki regulasi yang jelas. Karena tidak adanya peraturan
yang jelas tersebut, jadi dilapangan antara pelaku ritel modern saling sikut-sikutan
schingga terjadi persaingan yang tidak sehat. Dan imbasnya akhirnya terkena ritel
tradisional.

RUU ritel yang diharapkan mulai dibahas Juli ini akan mengatur masalah
pasar tradisional yang belakangan kehilangan daya saing. UU itu akan mengatur
sistem zona pasar tradisional dan pasar modern sehingga persaingan bisa lebih
sehat. Pasar tradisional umumnya tidak bisa bersaing karena tidak adanya
kepastian peraturan menyangkut kepemilikan, sistem pengelolaan, kebijakan
kenaikan harga sewa, retribusi hingga pasokan produk Pasar tradisional
merupakan  kumpulan komunitas yang rentan karena sangat dipengaruhi
peraturan-peraturan dari luar pasar.

RUU ritel/perdagangan tersebut diharapkan menjadi payung hukum dalam
pengaturan distribusi, ritel, zoning ritel, hingga imbal dagang (counter trade).
Tanpa adanya regulasi setingkat UU sebagai pedoman, peraturan pendukung
berupa Kepmen ataupun PP untuk pengaturan perdagangan dalam negeri sulit
diterapkan. Tanpa adanya pengaturan perdagangan dengan jelas dan tegas,
perdagangan di Indonesia terutama jalur distribusi dan ritel akan dikuasai asing
para peritel yang bermodal kuat saja. Contohnya, hypermarket asing saat ini sudah
masuk ke pusat kota, schingga banyak ritel lokal yang kalah bersaing,
3. Pengembangan Pasar Tradisional agar mampu bersaing dengan ritel
modern,

Penanganan lain yang memang perlu dan sekarang oleh pemerintah sedang
dilakukan adalah pengembangan pasar tradisional. Hal ini perlu didukung agar
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pasarﬁadisinnaldid&emhmampubﬁuingdmngmrﬁdmdmwmtm
Perdagangan sebagai instansi pemerintah yang menangani bidang perdagangan
saat ini sedang menggodok pengembangan pasar tradisional di daerah agar bisa
bersaing dengan ritel modern. Kebijakan tersebut yang mulai penerapannya
dilakukan tahun depan bersamaan dengan pembangunan pasar-pasar tradisional
model baru agar bisa bersaing dengan pasar modern.

Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu (Jawa Pos, 25 Nopember 2005) ,
mengungkapkan pengembangan pasar tradisional tersebut menjadi salah satu
kebijakan prioritas dari Departemen Perdagangan. Perangkat kebijakannya, sudah
memasuki proses finalisasi Kebijakan itu diharapkan sudah bisa diterapkan awal
2006 dan berjalan 4 tahun ke depan. Anggaran yang diperlukan untuk
pembangunan pasar berkisar Rp 8 miliar sampai Rp 10 miliar. Sementara dana
untuk membangun pasar kecil tradisional di pedesaan sekitar Rp250 juta.
Departemen Perdagangan sudah melakukan eksperimen pasar tradisional di
Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Pengembangan pasar tradisional dilakukan
bersamaan dengan upaya rehabilitasi pasar di Aceh setelah musibah tsunami.
Setelah di Aceh, pengembangan pasar tradisional juga dilakukan di Nias.
Pemerintah akan membangun dua pasar di daerah ini. Kemudian di Jakarta,
bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta Untuk saat ini, rencana
pmgemhanganpammdision:lmmgnmhkcumimudmbuudiﬁgndaeuh
termhut?ﬂnuimhjugnbammmmambahumumduakmabmrlain,
yaitu Surabaya atau Medan. Pembangunan pasar model baru itu, diutamakan dari
sisi manajemen yang baik. Bila pasar yang ada sckarang terkesan kumuh, pasar
model baru tersebut ditata lebih bersih dan rapi, serta pengelolaan pedagang yang
lebih baik. Sehingga, konsumen nyaman berbelanja.

4. Adanya dukungan masyarakat sebagai konsumen di bidang bisnis ritel,

Adanya keunggulan-keunggulan yang ditawarkan pada berbagai
bentuk/format pasar modem, maka apabila suatu pusat perbelanjaan modern
dibangun di tengah-tengah masyarakat akan dengan senang hati mereka akan
mem berikan persetujuannya. Hal ini tentunya akan sangat merugikan bagi para
pelaku bisnis ritel lainnya yaitu para pedagang kecil dan menengah, koperasi serta
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pasar tradisional. Sehingga dukungan masyarakat sangat dibutuhkan yaitu dengan
tidak begitu mudahnya memberikan persetujuan pembangunan pusat perbelanjaan
modern dan lebih memperhatikan nasib pedagang kecil dan menengah, koperasi
seria pasar tradisional. Selain itu juga masyarakat perlu mengawasi berlakunya
aturan yang menvatakan bahwa pendirian pasar modern harus memenuhi
ketentuan dan memiliki surat ijin usaha pasar modemn, sehingga para peritel kecil
maupun pasar tradisional tidak dirugikan. Maka dan itu, apabila menginginkan
laju pertumbuhan ekonomi diikuti dengan pemerataan hasilnya maka pemerintah
harus membatasi ruang gerak para ritel modern Bagaimanapun pengusaha kecil
harus dilindungi karena memang tidak mampu berbuat melawan pengusaha ritel

modern.
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BAB1V
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab
sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Jika melihat peraturan perundang-udangan yang ada sekarang ini di Indonesia
maka tidak akan ditemukan semacam undang-undang yang menjadi payung
bagi usaha bisnis ritel. Namun demikian, karena bisnis ritel merupakan bidang
yang berhubungan dengan persaingan masa depan, maka bisnis ritel tidak
boleh sama sekali tidak ada aturannya. Peraturan yang dijadikan dasar dalam
bisnis ritel adalah Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan
dan Menteri Dalam Negeri Nomor 145 / MPP / Kep / 5 / 97 dan Nomor 57
Tahun 1997 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan Kabupaten
Jember yang memiliki banyak pusat-pusat perdagangan eceran (retail act)
baik yang berbentuk pasar modern maupun pasar tradisional belum
mempunyai Peraturan Daerah (Perda) guna mengatur bidang bisnis ritel
tersebut.

2. Perlindungan hukum bagi pelaku bisnis ritel yang lebih kecil dan pasar
tradisional dapat diberikan pemerintah dalam pengaturan pemberian ijin usaha
(lokasi) kepada setiap pelaku usaha untuk tetap menjamin terselenggaranya
persaingan usaha yang sehat, kondusif dan fair. Dalam kaitan itu sebagaimana
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor
420 / MPP / Kep / 10 / 1997 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar
dan Pertokoan yang pada intinya merupakan petunjuk pelaksanaan dalam
rangka pengaturan, pembinaan, pengembangan, dan pengendalian Pasar
Modern di Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat Il melalui penataan lokasi
dan pembangunan pasar dan pertokoan Pola Kemitraan Pengusaha Pasar
Modern dengan Pedagang Kecil dan Menengah, Koperasi, serta Pasar
Tradisional, dan mengembangkan kegiatan usaha perdagangan di pasar dan
pertokoan. Ketentuan mengenai zonasi bagi pelaku usaha, hypermarket,
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supermarket, minimarket dan pengecer kecil perlu ditetapkan Karena khusus
bagi bisnis ritel, lokasi sangat menentukan berhasil tidaknya bisnis ritel
tersebut. Misalnya minimarket dapat diberi izin usaha di mal-mal dan di
daerah penduduk, tetapi ditetapkan jaraknya satu dengan yang lain, khususnya
jaraknya dengan pengecer kecil dan pasar tradisional.

3. Penghambat dari penegakan peraturan pada bisnis ritel dapat ditinjau dari hal-
hal sebagai berikut: badan-badan yang berwenang memberikan izin pada
bisnis ritel, peraturan yang dijadikan dasar operasinya perdagangan eceran
(retail act), konsumen yang lebih menyukai untuk berbelanja di pasar modern
(Hypermarket, Supermarket, Departement Store, Mini Market, dan lain-lain),
persetujuan yang diberikan oleh masyarakat sekitar gerai yang akan dibuka
RUU ritel yang sedang dibahas diharapkan akan mengatur masalah pasar
tradisional yang belakangan kehilangan daya saing. UU itu akan mengatur
sistem zona pasar tradisional dan pasar modern sehingga persaingan bisa lebih
sehat. Dengan adanya pengembangan pasar tradisional yang menjadi salah
satu kebijakan prioritas dari-Departemen Perdagangan bertujuan agar mampu
bersaing denngan ritel modern.

4.2 Saran
Saran-Saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan
skripsi ini, antara lain:

1. Pemerintah Kabupaten Jember supaya segera membuat peraturan daerah
(perda) tentang perdagangan eceran (refail act) untuk memberikan suatu
pengaruh terhadap terciptanya sinergi diantara para pengusaha pasar modemn
dengan pedagang kecil dan menengah, koperasi serta pasar tradisional.

2. RUU perdagangan segera disahkan khususnya yang mengatur bisnis ritel yang
nantinya diharapkan menjadi payung hukum dalam pengaturan distribusi, ritel,
zoning ritel, hingga imbal dagang (counter trade). Tanpa adanya regulasi
setingkat UU sebagai pedoman, peraturan pendukung berupa Kepmen ataupun
PP untuk pengaturan perdagangan dalam negeri sulit diterapkan
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Dan Penanaman Modal Kabupaten Jember

Dekan Makultas Hukumn Universitas Jember Bersama inl dengan hormat

menghadapkan kepada Saudars seorang mahasiswa :

Nama - NUR ROHIM

NIM : 010710101265

Program :S 1 Imu Hukum

Alamat ‘dle Jawa II No. 5 Jember

Keperiuan Eonsultasi tentang Masalah )
Kajlan Yuridis Tentang Pelaksanaan Bisnis Ritel
Pada Perdagangan Eceran (Retail ACT)
Di Kabupaten Jember

,

Sehubungan dengan al tersei: diatas kami mohon bantuan sSecukupnya,

Karena hasil dari onswltas! inl digunakan untik melengkapi bahan
penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama vang b

aile lkami ucapkan terimakasil.
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SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/ 133/436.314/2006

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan
dan Penanaman Modal Kabupaten Jember, menerangkan bahwa:

Nama : NUR ROHIM
NIM : 010710101265
Jurusan : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Jember

telah melaksanakan konsultasi tentang masalah “Kajian Yuridis tentang
Pelaksanaan Bisnis Ritel pada Perdagangan Eceren (Retail ACT) di Kabupaten
Jember”, yang dilaksanakan dari 25 Oktober 2005.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Jember, 27 Pebruari 2006
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Perihal : Pengaduan Ke |1,

L. Penolakan kehadiran Indomaret / Alfamuret &
sejenisnya di Arjasa
2, Muohen perlindungan

Kepada Yih _
KOMISI A DPRD KAR, Jember

R
[ Tempat t{/LE‘)

Dianjran Hormat,

! Menyambung surat kami tanggal 20 Juli 2005, tentang  perihal  tersebut dalam surat
{ terlampir ), dan sampai saat ini belum mendapatkan tanpgapan apapun dari pihak
PEMKAR maupun instansi yang berwenang,

i, Pudasarkan informasi secara lisan dari Bp camat Arjasa pada hari jumat tanggal 21 Oktober
<(03 di Ruang kerjanyn, tentang relah diterbitkan surat-surat perijinan pendirlan Indomart

di Arjasa,

» fejak seminggu yang lalu pembangunan gedung [ndomaret telah dikerjakan siang dun
nelnm, kemungkinan untuk mengejur moment di buka dan diresmikon teput puda hari rave
idul Fitei 1426 H, bulan depan

Atits dusar tersebut distas, Sekali Tagi kani yung bertanda tangan dibawab ini menyatnkan ;

I Menolak kehadirun Indomaret ! Alfanaret Jdan usaha sejenisnyn di wilayuh Kecaman
\rjnsa.

2 Biclalui DPRD  Komisi A Memahon kepada Instanst yang berwenang untuk vieninjai
hembali Surat - surat tjin (yang telah diterbitkan ) beroperasinys usaha Indomaret (i Ko
Arjaso,

K Memohon kepada DPRD Tkt 1 Kub Jember,  Khususnya Komisi A uniuk membeti
“perlindungan” kepada kani Pengusaha tradisional vang ada di Kecamatin Arjass, kava o
leamii erasn bukan teveloya untuk bersaing dan herkompetisi dengun Indomare

! vierohon kepudys Pitek Indomianct wntuk gidak melanjutkan Pembangunan pedung tobo
Indomaret i Arjasa,

Licanikian surat pernyatnan kani atas pechatinn Qi kerpa simnanya, kanit sompaikan tecima kasil

Arjasi, 23 Oktober 2005

Rami yang membuat Pernyataan

No Nama Toko Nama Pemilik Alamat Fanda Tangan
" MURIS KW MUH7ID A | ARJIASA e
Lol BAMA K Hisam M L

2T, AWDA| ABPHOLIA At
! 5‘55 Ba M. Mo R Hﬁ
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Tembusan

1. Ketua DPRD Tkt Il Jember,

2. Kabag Perckonomian

3, Anggota DPRD Tk 1l Jember asal dacrah Pemilibun Kecamatan Arjasa
4, Kepala Satpol PP,

5. Kepala Dinas Perdagangan

6. Camat Arjasa.

7. KA POLSEK Kec. Arjasa.

8. DANRAMIL Kee. Arjasa

9. Perwakilan Indomaret Di Jember

10. Kepala Desa Arjasa
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Kepada Yth
Bp. Pjt. Bupati Pemerintal Ka bupaten Jember

Di Tempat

Perihal $ ' Penolakan kehadirap Indomaret / Alfamaret & sejenisnya
Di Arjasa &

Dengan Hormat,

tikan bahw
sejenisnya di daerah kami akan mengancam / mematikan usaha toko kami yang notabene toko
kecil / pengusaha ckonomi lemah & mayoritas Pribumi ekonomi lemah, yang pasti “bukan leve)”
kami untuk bisa dan sanggup bersaing dengan raksagq Indomaret yang menggurita diseluruh
wilayah Indonesia,

-

Oleh Karena itu, kami yang bertanda tangan dibawah in; menyatakan :

L.~ " Menolak kehadiran Indomaret / Alfamaret dan usaha sejenisnya di wilayah Kecamatan
Arjasa,

i 2. Memohon kepada Instans; yang berwenang untuk tidak memberi ijin beroperasinya usaha

. Indomaret / Alfamaret dan sejenisnya di Kecamatan Arjasa,

3. Memohon kepada Pihak Indomaret untuk tidak melanjutkan membuka toko Indomaret dj
wilayah kecamatan Arjasa.

Sementara toko — toko kami yang telah terlanjur menanda tangani tersebut disebabkan karena

1. Sebagian Yyang bertanda tangan “bukan pemilik toko™, tetapi “karyawan toko” yang tidak
tahu apa apa.

Arjasa, 20 Juli 2005

Kami yang membuat Pernyataan

No Nama Toko Nama Pemilik Alamat _
He A MA sy e

|| TIMUR 744 Melea fasp i e A
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Tembusan -
. Ketua DPRD Tkt I1 Jember.
2. Kabag Perckonomian
3. Anggota DPRD Tk |1 Jember asal dherah Pemilihan Kecamatan Arjasa
4. Kepala Satpol PP,
5. Kepala Dinas Perdagangan
6. Camat Arjasa
7. Perwakilan Indomaret D; Jember,
8 Kepala Desa Arjasa



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

LAMPIRAN 6


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

T
uep nfew ‘ynbbuej BueA yebBusuaw uep
|09y Bbuebepaq uep |euoisipel| Jesed emyeg °q

-ueoyopad uep Jesed eyesn
eAubuequaxiaq upjew Buenjad aquuatu
ye|23 ueunbuequiad uejiseysaqgay emyeg ‘e : Buequiiuay

I¥3AD3IN WYTVA TYILNIW Nva
" NYONYOVAHId NYA NYIHLSNANIYId T43LNIW
NVOXO0Ld3d NVQ ¥VYSYd NYYNISW3Id NVG NYVLYNId
ONYLNIL
£66T Unyel /g :Jowop
L6/S/da)/ddW/syT  : Jowop

Y¥IDIN WYTVQ IHILNIW
Nva
NVONVOVQY3d NYA NVIHLSNANTYId TYILNIW

VWVYSY3g NVYSNLNd3N



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

N

Buisy eyesn ueieibay uesiyyebuay Buejuay
LL6T Unye| 9f JOWOoN YyejulLaag ueinje.ad
Jowopn esebapy ueyequwel ‘0StT LA%HM”._
LS6T unye| eieban uelequial ) LS6T unyey
£S5 JOWCN yejunawad ueaniesay uebuap
yequejp uep yeqgnip yej2l euswiebeqgas
(1T JowopnN esebay uelequai
ueyequel’s 1oN £561 unyel elebap
uelequan ) ueeyesniad uelnjeduad Guesjuay
LS6T unyel T JowWwoN yejuualuad ueinjelad

-(1T9g towop eiebap
uelequuaT ueyequie] 'p/ J0WON SE6T UNyep
eJeban ueiequwat ) 109y eyesn buejuay
S661 unye| g Jowopn Buepun-Buepupn

'(Z66T UNYEL TOSE Jowopn erebap uelequs
ueyequwe]’'t9rl JowoN ze6T unyej
elebap ueleqwa) Bueny ueejeusd Buejuay
€661 unyel vz Jowopn Buepun-Guepun

.; ZE0E Jowon etebap uelequan ueyequie)
8€ JOWON /6T eieban uesequa’) yesseq
I ueyejuuawad joxod-jyoxod4 Buejuay
/61 unyel g sowop Buepun-Buepun

.._A 98 JoOWoN 9561 ._uum.._

)

[T

il o -

‘( 05 JOWION 06T ‘Gis uebuap Jiuyesal
yequelp uep yeqnip yel euewiebeqgas 92

JOWON 9761 'INS ) 9761 2AUBUUOPIQ J3PUIH "1

‘uaban wejeq
iajuay uep’‘uebuebeplad uep ueLnsnpuLiad
jJajua ewesiagd uesninday uexJen|ayip

nidad’ny uebuap yebungnyas emueg ‘9

'pAuuie] yexsa] ebequiaT BHeES uaban wejed
yawauedag uebuap uebuebepiad uep
yeusnpulad gawapedaqg Yyal0 JeUlpIooy
pieoas ueuesye|ip nidad yebusuapW
uep 1103y buebepad Uep jeuolsipedl
1esed uebuap (1P ueAe|eMs) UI3pOoW

1BSE4 UBRIIWDN UEp ueBuequaniad emyeg P

‘yebuaualy uep P3N buebepad
yajo ueyyesabip fueA |euoisipell 18Sed
eAubuequiayiaq uep ynguin uebuap uejeles
ueyBueqwayyngwny 1p npad (1IP ueAe|ems)

ulapop Jesed eAubuequisiisq emyeg

‘uaisye
uep’yodoy ‘1eny BueA |euoiseu uebuebepsad
usueIe} uBNyNquINuatu Uep yoxoxsadwsw
wejep stbaieils fuesA eAuuesad
pualey JRBUIPIO0Y Biedas juebueyp nyad
isesijeqoib es2 depeybuaw wejep Wipuew

ebuibuay


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

. |BpOlW UBLlBUBLR4 1Deg dnynpua] Bued eyesn
Buepig Jeyeq buejual §e6T UNYERL TE JOWON

uenjualay-uenjuaiay Bueiusl /6T 19N
Bisaucpu] Aignday uapisald uesninday 71

6T |ebbuel T4/A/d)/VEDT JOWON '1ep T/6T
unye| gg Jowop uebuebepiad 1BjUa Ueg

labaN wejeq WLjUa ewesiag uesmnday 'gT ‘uawayedaq Isesiueblg

yoyod-»030d Buejua) +/6T UNYBL Hi JOWON

i
IS ply R Citeg BIS3UOPU] Nlgnday uapisadd uesninday ‘1T

e)buey wejeq eynglal Buey uebuebepiad
eyesny buepig bBuelusl g8/6T1/111/dM

/9¢ Jowopn uebuebepiad Uy uesmnday /T RABVEISAION SI2CON URBqUIS FURYEQUISL

't/ JOWON TERT uUnyel esebapn uelequan)

1303 BUBIUDY
ueunsniAuad uewopad Buejual /86T unyer

Z Jowop uaban wejeq uajusp ueinieiad 'of

‘uemjopad neje
fuep uebuebepiad/ueeluejagiad/ ueoyoypad
1esnd uelebnwag uep ueunbuequad
IS NIJSUOy Jipaly uenjueg weibouyd Buejual

6461 UNYel g JOWON UBPISald ISHNIISUT §T

'S66T UNYRL T9 JOWON [Y uesninday
uebuap Jipjelal yeqgnip ey ewlj uynind enp
yejei euewiebeqgas uawapedaq isesiuebip
ueunsns buejua)] pRETUNYEL ST JOWON
uapisald uesninday sely ueyeqniad buejua)

9661 UNYBL 7 JOWON [Y uspisald uesmnday| ‘b1

'G66T unyep
88E Jowop 1Y uapisald uesninday uebusp
Yeqnip yeja] euewiebegss A ueunbuequiag
iauigey ueynjuaqwad Buejusl €661

:—l::_m_ _.\.._____.ﬂhu_ ICYITICIAT T 10 Pt 0 i aFverrvy s ol o 1 & g

I1 3exbull yesseqg eped jesag HL uebuasp
yesaeq nwouojq ueeiebbuaj@Auag buejual

Z66T UNYE| S JOWON Yejuuawad ueimelad ‘01

+( 8861 unyep
0T JOWOoN TH eiebapn ueiequia ) yelaeq Ip
[exIuaA 1sueIsu] ueyeibay| Iseulpicoy buejuay

8B6T UNYEL g JOLWION LBlulawWwad ueinjelad -6

! uebBunybunry
jyedweqg i1euabusl s!si|euy buejua)

66T UNYE| TS JOWON YBjuLiawad ueinjesad g

‘{0+9€ Jowop eseban uelequa ueyequue|
‘75 JowopN 966T unyel eiebap uesequsl)
9661 unyel GE JOWON yelupiawad
ueinjelad uebuap yequwe) Ip uep yegnip
yej23 bueA euewiebeqgas ( €115 0ON 2iebapy
uelequua ueyequie] ‘g JOWON £Z6T Unyel
eieban uesequan ) uebuebepiad bBuepig 1p


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

‘ueoxouad uep tesed
ueljepusbuad uep ‘uebuequwnbuad ‘ueeuiquiad ‘ueamyebuad
wejep uebueuamay uesejal@y uenpadip ‘veunbuequiad |Isey
uejedadiad isibusw wejep upuew uep nlew ‘ynbbue _umEmE
Jebe yebuaualy uep ooy Buebepay cmm}mngmmEmm x.ﬂ::

¢ |esed

: ‘Haban wejeqg uajual
uep ‘uebuebep.ad uep UeLISNPULIRY LI8IUS|Y Uejepe Uajuaj 2

‘ueodoliad yeszep |ebeqgas yeieep yejuliawad
Yajo uexdejailp uep 'jeyeiedsew uep mmmtommcmb
Yajo nexbuelip jedep bued uiegl yeAepm nele uep uejel |daj
Buefluedas 0303-0301 usunBueq jedepus) euewnp :mnx..H__.._ma
ueibeq Aedway /ueBunybull yeAepm niens cm_mﬁ..m cme.._ctmn_ s

‘ueipnuwiay uexdela; Ip BueA uebuepunsag nmn ueinjesad uep
I03y eyesn buejusl 56T UNYeL 6 Lowop buepun-Guepun
pnsjewip euewiebeqas |ioay eyesn uejeibay ueynyelsiu
bued Buebepayd yejepe yebuzuaw uep ey mcmmm__umn_ 'q

(eqejesep ‘2131120 buiddoys ‘sims
juswiedsq “1@jewssdns ‘|lew) ulapoly iesed uep (qsp

UEjRLIED9)) Jesed‘esaq Jesed) |euoisipel] Jesed yejepe jeseqd ‘e

: uebuap pnsyewnp BueA ju uesnynday wejeq

PR

‘NYOHOLd3d

NYQ ¥V¥Svd NYVYNIGW3d NVA NVVLYNI
ONVYLNIL [d393IN WYIVA Id3LNIW
NYQd NYONYOYaH3Id NYa NVIYLSNANIY3d
THILNIW YiWvSd3g NYSNLNd3A

NYASNLAWIW

'UR0X0ad Uep Jesed ueejojabuad
uep uelpuad ueejeuad imjbueduay
snsnyy £661 |4dy zz |eBbue) sejeqlal
jauiqey Buepis weep [y Uspisald ynluriad

‘psaq Jesed Buejual 1661 unyeL

16 Jowop uwaban wejeqg Hajuap uesninday "0z

18986 T/1X/dM)/ZLE Jowoj| uebuebeplad
2jual uesmnday uebuap Jipiesa] yeqnip
yej2y euewiebeqgas’(dnIs) uebuebepisd
eyesq Uiz 1ens bueual #86 T /IIX/dN/85¥T

ueydelauap

ueyneyssdwap

jowop ueBuebepiad Wajuap Uesminda) ‘61

! 6.6T 19W £Z |eBbuey 64/N/8dN/60F
JOWoN uep 6461 UnyeL g6 JOWOoN Isesadoy
uep uebuebep.iad Hajualy UEp uabap wejeg
LI2Ua Bweslag uesninday| uebuap Jiyesa)
yequwejlp uep yegnip yeja3 uewebeqas
uebuebepiad eyesn ulz] ueg eyes(
Jedwal uiZ] ueqLaquIap wejeq uebueuamai


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

'BiSaUOpU] Mignday eiebap ejueg wejep
eAuveledwauad uebusp |u| ewesiag uesnmnday uewnwnbuad
uexuejuiawaw ‘eAuinyeiabusw bBueto deijas Jeby

uexdelalip |ebbue) yelas nyeaqg (Ul Bwesiag uesninday

L |e5ed

"J1EX43] Isuejsul
uep uipa) ueejobbuelaq bued ueoyolad Uep Jesed ueeuiquiad
uep ueejeuag wi| ynjuaquaw uebuebepiag uep uelIsnpulisd
iHajusly ‘1ur ewesiaq uesninday uep ueeuesyejad iebeqgas

9 |esed

‘Buisews-buisew uajual
uRBUBUSLUDY IBNS3S LIIPURS-LIPUSS NEJE BLUBS-BLURSISQ BIEI2S
inje Ip |u] ewessag uesninday ueeuesyejad s|uyal uenjuslsy

S |esed

"1edwWales JeyeIeASeW |LWIOUDYS
|eisos uebuequadiad uep isipuoy uelbuequitadwa
sniey bBuidwesip ‘deyelsaq esedss jynuad
Ip snuey g jeAe eped uemualey ‘ueddenay Ip Ul ewesiag

e e N o Ly S R e gl L e L WP A ™ ol D ) = L s Ty e

i

RISy INjE|aW
yeBuaualy uep |3 eyesnbuad uep |euolsipel] Jesed eyesn
uejeibay] uexbuequisy Yngquuinuawl Nl qifem (z) uep (1)
jeAe eped pns3ewip euelliebeqas UIBPO| JeSEd Ueepelaga (€)

LI2JUS iJ2p SNSNUYY BIe33s uill yajotadwa
snJey [ 3exbull yesseqg isuido.d ejoyng 4enj Ip Isexoliaq uep
jesad jebues eAujwouoa jexbun uep 103 uebuequaylad
BueA 11 1e3Bull yesoeq |p UISPOW 1esiqd 1580 uedejauad ‘(Z)

{1 L) 210 yeAR|IM
Bueny ©1e] BUBJUSY UEJESEPIA] uexde3aip 1 123bull
yesaeq isuidoid eioyngl Ip epessq Ulapon 1esed 1seqo7°(1)

¥ |esed

‘ueeoyopad
uep Jesed IsexO| ueydejaualw yelseg yejuliawad (€)

fipueWwl uep
nlew ‘ynbbue) eiedas buequuaxiiaq ndwew Jebe upeljiwak
u_m.__mmEhmu_ yebuauap uep 1933 buebepad uep ueodouad uep
1esed 1p uebuebeplad eyesn uejeifay uexbuequiabuay UEp .
‘euiqwaw Jnmebuaw uebuebepiad uep ueuisnpuliad Lajuan (2)

'ueeoyouad uep Jesed ueunbuequad uep ueejeuad
depey.al ueeuiqwad ueymiejaw uaban wejeq WaIUANW (1)

£ |esed


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

01

"W'S IID0A "HOW OMOSIMIYY L

‘I NVONVOVaY3d

[HIO3IN WYTva TE3LNIW NV NYTYLSNANIH3d T3 INIW

/661 13W zT : |ebuel eped
e e« am MO0


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

LAMPIRAN 7



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

TT

1jesnd ueemjopad uep Jesed
ueBUIqUad uep :nﬂm:m,n_ Wil ynjusqusp
niad ‘ueojoyad uep .qmmm.n_ ueeulqlad
uep ueejeuad bBuejual zg6T unyeyl
LS JOWON uep /66T/S/da)/ddW/SHT JoWoN
1iebaN wejeq uajuap uep uebuebepiad
UBp ueullISNpuliad |42]U3a) euwesiag
uesninda) ueeues)e|ad lebeqgas emyeq ‘e: Buequiualy

VISINOGONI AT18Nd3Y
NVONVOYOYId NYOQ NYIHLSNANIY3d [Y3LINIW

LV5SMd NvOX0L1d3d NYA ¥vsvd
NVVYNIEW3d NVO NYVLYNId WLL NYMNLNIdW3d

ONVYLNIL
LBBT/L/A3)/ddW/TO9Z ' YOWON
VISINOANI MI18nNd3d

NVONVOVAE3d NVA NVIMLSNANIY3d TH3INIW
NYSNLNd3IA

eisauopu Jljgnday uebuebepiad uep uelsSnpulad LU



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

£T

'‘ejobbuy deybuelaw eniay |em ebegas
'‘luaban wejeq uawapedaq ‘Yes2eq IWoUoI0
UEP WNW( ueyejulawag [esapual Jnpiadiq

‘ejobbuy
dejbueiaw enjay lebeqas ‘uebuebepiad
UED UBJISNPpUlJad uawapuedag ‘luabapy
wejeqg uebuebepiad |ejapual Jniyaliq

h <

: In¥uaq 1ebegas ejobbue
ueunsns uebuap wj| INgasip Ul uesninday
wejep eAuinfue|as bueA jesnd UeOXOLad uUep

lesed ueeUIqLUad UBP UBBIRUSd W] ¥NMUSGWaW :

NVASNLNWIW

‘uebuzbepiad uep ueIsnpulad
uawouedag eliay ejel uep |sesiuebip
buejua) 966T/v/do)/ddW/c6 4J0wWwoN
"0l 9661/2/4S/ddW/6Z lowoN uebuebepuag
UEp uBLASNpUURd LUDUal uesmindsy jeuns

‘UBDYOM34 UBQ Jesed ueeuiquiad uep
ueejeuad buejua) £66T UNYEL /G JOLWION UEP
L66T/S/da)/ddW/SET Jowopn uabapy wejeq
Hajual uep uebuebepiad uep ueulsnpulad
I12jua ewesiag uesninday jeinsg

q

YIWV.Ld3d

: uesjdejauap

'S661 UnyeL 19 JowoN
Bissuopul yqnday uapisald uesninday
uebusp yyqes2] yegnip ey ews ynind enp
ye2] euewnebeqas uawspedsqg isesiuebip
ueunsns Huejual $8RT uUNUYeL ST JOWON
2|sauopul ylgnday usapisaid uesninday
sgje ueyeqgniad buejual 9661 unye| 7 Jowop
e|sauopu] jignday uspisaid uesninday

1£66T unyel g Jowon EISaUopu]
Alignday uapisaud uesninday uebuap syyesay
Yegnip jley edesagag ye|a) euswiebegass
esebapn eluejag ueg uejedepuay uesebbuy
ueeuesye|ad buejual 66T UNYSL 9T JOWON
BiSauopul Afljgnday uapisasd uesninday

‘S66T unyel
W/88€ Jowop eisauopug jljgnday uapisald
uesminda)y uebuap yeqnip yejay euewebegas
IA ueunbuequwagd jauigey ueynjuaguay
Buejusl €661 unyel /96 JowWwopn
BISSUOpU] Hiignday uapisald uesnjnday

‘uswayedaq i1sesiuebig
A0X0d-4040d Buejual p/6T UNyel pt Jowon

BiSauopul Algnday uapisald uesninday

'WEBUEBROISA IPD 1IDD FER P 5 8§ = =i i

T

cl

jebuibusy


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

51

uep |euoisiped| Jesed uebuequwabuad
eAedn uexeues)ejaw uep |euoisesado
welbosd ‘ueeuesyeligay ue)snuwiniap -

: sebnpag wyy

‘ejobbuy 1ebeqgss ‘eis
=3UCpuU] |3snpul uep buebeq Jewey ‘Labapy
wejeq uebuebeplad uswapedwoy eniay sl

‘pjobibuy 1ebegas
“Uebuebepliag uep ueLjsnpulad uswapedag
“liaban wejeqg uebuebepiad |eiapual
jelopjadiq ‘Wabap wejeq eyesn euig N b1

‘ejobbuy 1ebeqgas ‘UsbaN Wwejeq usweanedag
‘yesseq uenbuequiad jelopialiq ‘ueeloiad
ueunbuequad ueeuigwad JININBJIITET

‘ejob6buy 1ebegas ‘eis

-2U0puU] Mueg ‘uejipasniiad bueplg INPBLQ 2T
‘ejobbuy 1ebegas ‘jeucise)n
ueeliayebeusjay ueeueduslad bBuepig

SVYNIddva emay / |euoisen ueunbuequad
ueeuedusiad esebapN ajual Uy JRIS'TI

.Eﬁ___.:.u..._._,ﬁ__w iebeqgas
'1snquasiqg uep 1S)Npold buepig Jojeulpiooy|
Lajualy Jojuey ‘eyesn w1 Buepig ua3sisy ‘0T

YNaaA

—_—

Ll

. ‘ejobbuy jebeqgas
ueunbuequay uesemefiuay uep uebuenay
Iwouoy3 buepig Jojeuipiooy H21uspy
d0jue)y ‘eser uep euelesely Buepig usisisy

‘2j0B6Buy 1ebegas uelueIay
uswajledaqg ‘siusiquby uepeg g|eday

‘e10bbuy Iebeqgas ‘uebuensy uawayuedaqg
‘ueBuenay ebeqwsa |esopuar npjadig

'2j06b6uy |ebegas
Mdd uep isesadoy uawsyedaq ‘ueejodiad
ISeladoy ueeu|quwagd [Bd3puUaf analig

‘21066uy
lebegas ‘Jauigey siiejaiyasg / eiebapn
Hajusp Jojuey “Jauigey SUeIBINaS |IHEM

‘ej06buy dexbuelaw |1 suejanias
1ebegas ‘uabay wejeq ualwspedaq ‘yesseq
ILIou0I0 ueqg wnwn ueyejuusway |eiapuar
1BI0D{2.1Q 'R0y uBYRIURLWSY BUIg anpanq

21066uy dexbuesaw | suejanieg iebeqgas
‘uebuebepiag uep ueLsnpuliad uswayedaq
‘Uabapn wejeqg uebuebepiad |esapuar
Jelopfauiq ‘uabap wejeq Jesed eulg Jnalia


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

LT

ueyningay uebusp |ensas yeiseg ULO3OMI4
uep Jesed UBeUIquS4 uep ueejeusad npedisp
Wil ynuaquiail Jedep 1 3e3bull HgY JNWAgNY

Jeuelaas
uep elzy yodwolay ynjuaqwaw jedep wi)
en3sy ‘Wil sebny ueleoue|ay njuequiaw ynjun

"‘UabaN Wwejeq wajua epeday uesnqua)
uebuap uebuebepiad uep uelsisnpullag
[12jualy epeds)y ejextaq ededas uesode|
uexiedweAusw qifem uep gemel BunbBbueypag
wil eniay '‘eAusebny ueeuesyepad wejeg

) ‘euesyepa) yedep 1ul
uesijnday) Wwejep pnsyew |p euewiebeqgas
eliay uejeibay uep wesboid sebe jeyia]
Byesn ejunp uep ebequa -isuejsul uebuap
eAWfleq-3leqas ISEUIPIOOY UBNBUBSHE|SW ‘/ -

‘ueoyopuad
uep itesed ueeuiqwad uep ueejeuad

ueeuesyelad isenjeasbuaw uep nejuewsy -9

‘uajuap m_umn_m.v_ ueoxoyuad

VYIWI3A

LvdiW33H

VYOILL3A

ueeuesyejad ynfunjad ejias |BUOISIPEIL
iesed uep yebuauaw uep |23} Buebepad
ueBusp ueeiWy UEP ISEX0] ‘eyesn uejeibay
gjod ¥nseiuia) UIspojy Jesed ueBueqwabuad
uebuap iensas ueeuesieliqay ueunsnAuad
eyBuel welep ueynsew ueyllaqWan

jedwalas
jeyeleAsew [LWoUoys |BISOS uebuequiasj.ad
ISIpuoy uebuap 12NS3s uliapop

jesed Iseyo| uedejauad eueduad ueydelAuapy

edwales
jeyeleASEL [LUOUDHS |BISOS uebuegquuasiad
|SIpLD IENsas ISBJas BIedas Suequaniaq
jedep Jebe ipiaq ye|a) bueAd ui3pop
1eseq eyesn uejeibay ejod ueeuesyeliaay
ueysnwniaw uep Guen 1fexbualy

‘|euoisipes) Jesed uep yebuauap
uep |10y Buebepad uebuap ulapop
leszg eiejue dejuewd BueA ueesjiway
ueeuesyejad weiboid ejod unsnAuap

‘wispo
Jesed uebuap enuuaq ndwew ebbulyas
_.___u:mE _._m_u u_mnmu :mm:mu Buequiaiaq

B R iy et e — et i 4 g o

g1


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

6T

‘|ebbuiiad 01
‘ueinybuesiaq buepy ‘g
o ‘BMENer NXdX ejeday ‘g
" uebuebepiad uep ueusnpulaag uswapedaq Isesejuebip
ep wn)yny odig ejeday uep uebuenay odig ejeday
Elssuopul ynunjag [ 1exbull yesseq ejeday Jnuiagne ‘g
uebuebeplagd
UEp uel3snpuiiad uawsjiedaq 1 uo|as3y jeqelad eled ‘S
uebuenay uswapedsqg ‘uesebbuy |elspuar anyang ‘¢
ueunBuequwiaq uep ueBuenay uesemebuay uepeg m_m_”_m..v_ '
2ban wejeq Uajusp ‘7
. uebuenay esyualwiad uepeg emay ‘T
repeday ueyjedwesip 1ul uesninday ueuljes

OMOSIMIYY 'L

I"d NYONVOVYQY¥3d Nva
NYTYLSNANIY3d MY3ILNIW

£66T !InC 0 |e66ue) epey

:

‘uexdelas Ip |ebBue) eped myepaqg iUl uesninday

"Jexday 1sueisul / uaweapedaq
Buisew-Buisew uesebbue elies uebuebepiad
yep uerllsnputiad uawalyledag epeday
ueyueqgaqip wil sebm ueeseBbuajaiuad uebuap
uefungnyas uexien|ay 1p bueA eAeig BNWas

‘uaban
wejeq MUl UBSNQUIa) uep Jesnd UeoXoiiad
uep Jesed uesulquad uep ueRiBU3d WIL
emay Injejew uebuebepiad uep ueLsNpuliad
luajualy epeday uexsode] Ip eAujinfue|as
»nun T 3eybull HaX Jnuiagng ppeday ejexiaq
pienas pAuuelelbay [isey ueigde| uedied weAualu
pLIas 1BSNd UBOMOlIad Uep lesed ueeuiqlisd
uep ueejeuad Wil Yajo uesdeiay 1p bueh
ueeuesyeliqay uexyJesepiaq ISES|UOIUIS UEP
ISeuIpJooy ueymyeaw qifem yeiaeq Ue0303i=d
Uep JBSEd UBRUIqUIa4 Uep ueejeusd npedsal wil

Ul uesmnday
Wwejep uenjualay uexlesepiaq uep Jie3ls]
BueA isuejsul yninias ueejobbueay uebuap

m}c;mt_mmﬂ Ip yebuaua uep [1Pa) buebepiad uep
..... T s Ty |

81

Nvdv13a3A

HNINLIA

WYNIIA


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

LAMPIRAN 8



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

1¢Z

uebuap Jiyyelal yeqgn ip ey ewl ynind enp
yejal euewiebeqas uswsyedaq isesiuebip
ueunsng Buejud) $66T UNUBL GT JOLWON
BIS2UOPUT ljgnday uapisald uesninday
Sely ueyeqruad Buejusl 9661 UNYe] 7 JoLWoN
BISBUOPU] ylignday uspisald uesninday

Z66T Unyel g JoWoN e|sauopu]
Alignday uapisald uesninday uebuap Jiyyesa;
yeqgnip 1ey edeiagaq yejsl euewiebeqas
eiebaN eluejsg up uejedepuad ueseBBuy
ueeuesyeled buejual $661 UNYEL 9T JOLION
Blsauopu] i gnday uapisaild uesninday

‘S66T UNYEL |/88E JoLwop
BIS3UOpU] jlgnday uapisald uesninday
uebuap yeqn |p yejay euewiebeqgas
IA ueunbuequad jauigey uynjuaguad
buejual €661 unyel w/ag Jowopn
eisauopur Hlqnday uspisald uesninday

‘uawapedaq i1sesjuebip
A0od-ovod Buelus) /6T UNyel H JowWwop
BISBUOPU] ljgnday uapisald uesninday

‘uebuebepiag
UBp uel3snpuliad 1183uap uesninday

T

"UEOMOHad UEp J82Sed UeBUIqUIad
uep ueejeu3d UELIOP3d ueydejsuall
nidad exew ‘ueoyou=d uep lesed Ueeu|quisd
uep UeBjEUdd fueiuai /66T unyelL
/G 1OWON Uep £6/S/da/ddW/SPT JOWON
aban wejeq Hajusp uep uebuebepliad

. uep uepsnpullad [Hajusi puwiesiag

YISINOANI AI18Nd3Y

I § P T TEE.

ONVLNIL

i

i /661/0T/doX/ddW/0ZY | YOWON

jebuibuap —

| uesninday jeins euesyejad |ebegas emyeq e

VISINOANI AIT8Nd3Y
NYONYOYQH3d Nva NYIMLISNANTY3d TYIINIW NYSNLNdIA

11

Buequuuap

NYONYOVYAH3d Nvad NVIHLISNANI¥3d T3 LNIW

NYONOLN3d NVQ ¥YSYd NvYNISW3d NVa NYVLYNId NYIWOQ3d

pisauopu] ygndiay uebuebepiad uep ueLisnpulad Lajusiy


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

€T

‘eAuueydeia;
Ip |ebbue) yelas myepaqg |einw ul uesnindsay|

‘Buisew-Buisew uebusuamay
1ENSas Jieyta] ebequuis) neje uswspedaq yajo
ueymje||p eAuueeuesyejad bued eAuysjosad
Ip ye|2y bueA ueujziiad uejingesuad
Isyues uexeusy Ip jedep jul uesninday
wejep uenjualay uesebbuejad-ueiebbue|ay

‘Ul uesnynday uelidwe| wejep euewiebeqgas
ueeuesye|sd uswopad uedyeunbbuasw
uebuap buisew-Buisew sebny Buepiq
uebuap 1ensas Jexda) ebequwa) / uswapedag
yajo uexesebbuajasip ‘yngssiay ueeuesyejad
uewopad |dep jnlue| yepul] ueeuesyejad

‘ueoyoltad uep sesed 1p uebuebepuiad
eyesn uejejbay ueybueqwsabusw uep
‘leuoisipel) lesed epias ‘isesadoy ‘yebusuay
uep |23y buebepad uebuap usapop
lesed eyesnbuad ueeniwsy ejod ‘ueoyopad
uep Jesed ueunbuequiad uep 1sexo| ueejeuad
Injej@w 11 1exbull yesseq uep | 3exyb6uiy
yeiaeq |p uiapop Jesed ueijepuabuad
uep uebuequwabuad ‘ueeuiquwad
‘uesmiebuad exbues wejep ueeuesye|ad

YWI3H

Lvdii3dA

eped pnsjewip euewiebeqas uewopsd

ju1 uesninday
uesdwe eped wnjuedial geuewiebeqgas
Ue0}03llad uep Jesed ueeulquad
Uep UBBIEUdd UBLUODPI ueynyjeaquai

NYASHLOAWINW

! JuSNd UROX0}3d Uep lesed ueeuiqusd
uep ueejelsd Wil uenuaqlisd Buejua)
16/4/d9%/ddW/T9Z JowoN uebuebepiad
uep UBIIISNpUlIRd H1IUSW uesninday

-uebuebepiad uep uelsnpuliad
uawaliedaqg eliay ejel uep isesiueblo
puejual 9661/¢/doN/ddW/Z6 JOWON

-of 966T/Z/1S/ddW/6Z JowoN uebuebepiad
uep uepIsnpuilad Pjusii :mm_..u_:n._mv_

‘uEoMOLad uep Jesed ueeulquiad
uep ueejeuad bBuejual L66T unyer
/S J0WON uep [£6/G/doM/ddW/SyT JOWON
uaban wejeq LajudW Uep uebuebepiad uep
_._m_._um:_u:tun_ li@jual ewesiaq uesnjnday

‘6667 Unyel 19 JOWON

& e e T | SR el

(44

vina3aA

Vi Ld3d

ueydelsuap


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

LT

wiejep eAuelweln eueouala) bueiny eAuuebuequiayiad wej=p
bueA ‘anjuaD) Buiddoys uep ‘al0ls uawapedaq ‘Jeyewdadng
‘lel NMades wiapoly Jesed eAujnounis uebusp nieq euaLllous)
Inguwiiy ‘Ingasia) jexeledsew uejnijuny jdepeybusi wejeq

‘eAuULER| ISuiaald
SBle U2WnNsuoy jejeleAsell ueinijung ejias ‘upbuniu
1exBuises bued ueueAelad npjem ‘seqjeny ‘yejwnl 1bas Uep
jieqg ‘esel tep Bueleq depeytay ueejuiwiad uexjexbuluaw
snbjjeyas esel uep Bueleq Isynposd uendweway
eAubuequiaxiag 'jaq eAep eAulexbuluaw uebBusp 1epue)
Ip BueA (wouoxa uejeibay jaeulale __mmmf_mn_ ueyinguuiuaw
yej2l ueesapad |p undnew ueejoxiadip jeyeleAsewy
uednpiyay exiweulp eAuleybuluaw uyewas uebuag

‘ueesapad |p undnew
ueejoxiad |p yieq jexeldedsews ueelsajyelasay ueyieybuiual
_yel@y ebnl ejideysad uejedepuad (iep iesaqg yiqa)

1eyeledew jipjaye ||2q eAep uebuepas ‘+60°T $ SN Ipeluaw
9661 unye) eped ejidey Jad uejedepuad uejeybujuad
buoiopuaw uep unyel 13d oy/ ejes-eied Hnuouoa
ueynquinyiad uebuap |Isey ueyuaqwaw yeaj ueunbuequad

Wnwn 't

NYOX0143d
NVQ HVSvd NVVYNIGW3d NV NYVLYN3d Nviwoa3d

L66T 42000 1€ @ 26Buey
£66T/01/09%/ddin/0ze ©  Jowioy
1y uebueliepiag uep uesNPULIaY LR1UBE LesnInday Lendiie

OMOgIMIEY 'L

/66T 12qopjo 1€ |ebbue) eped
epexer Ip uexdeia I

e|s

_suopu] Jiiqnday eleban eju=g wejep

eAuuejedwsuad uebuap Ul uesninday
ueyyejuliawan

= ST AR e e, O ey -

._

'Y NVONYSVYadd3d
NYQ NYIHLSNAONTY¥3d TH3LNIW
uewnwnbuad

| L4


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Le

disoug/ueeinyiad lesed uep ueiadl desed (pelusuw
uebuojobip jedep eAuueisnguysipuad 1BJIs Jnunuaw uep
UJSpol Jesed uep |euoisipel) Jesed peluaw ueybuojob 1p
jedep ueueAelad nnw sej@y Inunuaw BueA Hnjuagua 1eq
|enf sasoud euew |p 1syesuel) uejeuesxePw ynjun jjagwad
Aeyid uep jenfuad yeud eAunwapaq jedway yejepe iesey

NVILYIONId

‘Hipuew uep nfew ynbibue; BueA eyesn
Ipeluaw Buequalaq jedep Jebe [BUOISIpel] 1BSEey Plias
"Isetadoy| uep 'yebusualy uep |pay Buebepay uendweway
iemjiadwaw snbyexas ueoyoyad uep Jeseq |p uebuebepiad
Byesn uejelbsy uexybuequwabuaw uep BUIquBW Jnjebuaww
‘ueDdOMad uep sesey uveunbuequad uep ISe)0| ueejeuad
AmMuag wejep uepninm |p 1up uejeibay ‘Ulapojy sesed
uejjepuabuad uep uebuequiabuad ‘ueeuiquiad ‘uesnjebuad
wejep uebueuamay uesejalay uebuap ‘leuoisipeds)
1esed ellas ‘isesadoy ‘yebusualy uep |12ay Buebepagd
uebuap ulapoly) lesed esejue |6iauis uexdisuaw y¥njun
Uejepe eAuewein uenfnl *£661 19 ZT |eb6ue) usojonad
uep Jesed ueeu|quiad uep ueejeuad buejuay ‘L66T UNyeL /S
JOWON uep £6/5/da)/ddiW/S+T Jowop Buisew-buisew uep
sban wejeq u=jusyy uep uebuebepiad uep uepysnpuuad
Hajualy eweslag uesnndsy ueydels Ip 2)ew ‘jeuoisipes|
18Sed LS |seiadoy ‘yebuauay uep |pay Buebepay uebuap
Wiapoy Jeseq eyesnbuad esejue 16.12uis ueyeldpUaW ¥mun

L66T 4=qopq0 1E ¢ jebbue)
ITH LIBBLUBBEm (5 0 e f el .ﬂ.@mﬁxﬁﬂﬂnﬂx}“_.mi.___ﬁ.nfh SO

R

YT .

9

ieseq epas Isesadoy) ‘yebusuaiy uep |29 Guebepad uebuap
LIapol Jesed eyesnbuad esejue 1Biauis uzyeIdnuaw ¥niun

-dejuews uep niew Bued jeuoisipedl iesed eyas
nsesadoy ‘yebuauap uep |1034 Buebepad uebuequsbuad
_m___,,mn: eAupninmial muequaw edep ueye ueeionsad niens
wejep ueyniua) 1p Suek uejeibay 1sex0) uesieuad uep Jesep
JRJRAS [UNUSLWAW uep |Selas BueA (MIMY.LTY) eI0N yeAe|im
fueny ejel (1e33Q 2uedudy uep (NMULY) 20N yeAejim
bueny Bjel BUBIUIY ueymuaquad exew ‘jul uejey wejec

‘e¥nqta) Bued eyesn Buenjad Isibuaw wejep Buequaiiaq
vep ynqwny jedep ‘jeudis|peil Jesed Buss 1sesadoy
‘yeBuaual uep |1D@)y buebepad Jjebe jequuay BuIgip uep
ejenp nuad wapo Jesed uebuequiaysad uep ueynquinuad
eyew ’'jeuoisipel] Jesed eldas ‘1sesadoy ‘yebuauap
uep |18y buebepad uebuequwaysad usjauaw jedep
BueA UISpO Jesed uelipeysy dedwep uepuiybuaw ¥njun

‘|euoisipel) Jesed euas iIsejadoy ‘yebuausy uep :u._mv_
Buebepad eAuunsnbia] uexieqpebuaw jedep uee IUIp BIe3S
uexyese ip depn eyqede eBBuiyas 1seulpiooyia) bueiny
pAuynquny uep ‘isuidold e303ngl senj Ip 11 3e3bun yesaep
2y ledwes jesad uebusp Bueqayiag (anuad buiddoys
uep ‘asols uswayedad Hayewsadns. ‘|epW) WISPok Jeseyd

uep ‘yebuaudly uep |BFH Guebepad usI0
e(oj23 1p / Biijwip HueA ueoxoniad 12depil m.EEm_m_u P EHH
1PSE4 NEJR UEp |eUoISIpRl] Jesed BeS nsesado)y ‘yebuau

uep P34 fuebepad uebusp jBiauls ynjuaguisw uep 15eq0|

(BET J2gopig 1 ebbuel
66T 0T /di/ddWfoze - JOWON
g e e s R USSR, UL

‘isesadoy


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

27
6c
‘yebuaual uep 129y Buebepay uebusp uispoj Jeseq eAuueueAgjed 121 Buewip ‘isesadoy uep ‘yebudusiy :mw
i i, i a
eyesnbuad esejue ueybunjunbuaiu Buljes uep “emyadwaty |12y Buebepad Yajo 1IpuewW eiedas uexmyepp ueejeRbu

Butjes ‘ueynpawasw Buijes bueA |Biauls uespninmap ‘T AR e e ratod
yajo uexdelal Ip uep ‘3ejeleAsew uep Isejrodsued)

NYNCNLTI yajo nexbuel 1p jedep BueA uie| yeAepm neje uep ueel1ds)
‘ewesiag uesnynday jeing exbues . Bueluedas 001-0%0) Ueunbueq jedep.a) euewip ueejoad _
wejep yepnsas undnew wnjeqas }ieq nieq ueuoyolLlad | ueibeq edwa)/ ueBumibul| YeAe|im njens Uejepe UeoioM3d 'S
e11as unbueqip 1ejnw wnjaq 1dejey disuld will pjjIWaLW nieq | ‘UeipnLUISH

Blag Uep:eybiainguiiet Sophish uisi g Spos g Howe o ueydelayp BueA uebuepuniad uep uelnjelsd R4S 1233
wnjaq idey unbueqip yepns ‘jeuolsesado yepns Bueh | eyesn BuEIUS] 66T UNYEL 6 "ON Guepun-buepun pns}ewip
UIapol Jesed ep UIpis] eulqip uexe Bued uiapop Jesed ‘5 ] euelIEbeqas eyesn ueielbay ue3nyeRw BueA eyesnbuad

2p

-uexBunIuNBuaL yejepe jseiadoy uep yebuauap uep (1394 Buebepad ‘b
Buies uep jemyadwsaw Bules ‘ueynuawaw uljes disuud
uexneysadwsw uebuap wispoy) Jeseq yajo uebuequabuad "eny jnefes [epowsaq ‘uebuey mes Ip epesaq uawaleuew
uep ueeuiqwad |euss|p |euoisipel] Jesed epas ‘isesadoy :mm.._w_ﬂ., eluejagqaq ueuewRAUD ueueAejad uexewelnbuall

HERHaEON LeEp ey Aurtepos SebuRpUiopap) 185ed Sipsag m uep ‘UlBpoj Bledas Ue}EUBSHE| P m,.n._._,.._mm._a_mm:mu eUBWID

‘nsed BueA ebiey jaqe| 1dexbuajip uep

| spsidiitint
eyesnbuad : esejue eyesn eweseliay yejepe ueeljway ‘/ >nue buiddous uep ‘21035 UaWenedeq ‘155ewiadns

fely edniaq eAuymuaq wejep bueh |seiadoy neje 'BISEMS .
'Yejulawad ysjo unbueq 1p fueA sesed Uejepe UIRPOW Jesed 't

"Iseladoy buejus) zesT unyel Sz oN
buepun-6uepun eped pnsyew Ip euelliebeqas ueebienjaxay
SBSE seje leseplaq Bued jeAdels jwouoya ueyesab
|lebeqas snbyjexas 1sesadoy disund uexJesepiaq eAuueieibay
uexsepuejaw uebuap isesadoy “winyny uepeq neje Buetoas
bueiso uexejobbuesaq Bued eyesn uepeq yejepe |sesadoy ‘9

emeualu-Jjeme] injejew aq enl sasoad uebuap
uep |1293 |2pow uep 193 e|exs eyesn uebuap Isesadoy __._.mﬁ
‘yebuaualy uep |1DsaA Buebepad ya|o ejoj=xIp / BHIIWIP BueA
‘epua) uep ‘so| ‘soij ‘003 ednsaq eyesn jedwa) uebuap
1exeseAsews BARpEMS NEJE isesadoy ‘elsems ‘yejurswad _._mmE .
ejojayip uep unbueqip GueA jesed yejepe jeuoisipel] Jesed

‘uedejems ule) esejue nlew
I6ojoua) uep usapow ueueAejad eied ueyeunbbuaw jedep

66T s3qo0 TE ¢ |ebbuel

LB6T 1300140 [E ¢ eBBue) LBET/OT/da%/ddiW /0 ¢ JOWON

e N f ey, CBAT/DT O A 'O IO AR


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

(0}3

TE
‘Ul ue
= cmEmzuc:mn__ _.__Ecwﬂﬂwwv_ “mhn.,_m WEIEP UFbUcOepiag ‘unbueq
i jo uexdels

uebuap jensas eAuueuiziad cmu__mﬂm w“__u buied uemuayay ip 1B wnpRq uep disupd uizi ppwaw ndeq BueA’p
S(SUE UWiep preewp Buek m:.mE“MmMmE i S -ueunBuequad sasoid wejep buepas Buea ‘2
1ebeqas ulapojy Jeseq °g -jeupisesado wni=q ideja) unbueqip iesajes yepns bueA °d
jeuoisesado Yepns Buej 'e

uidold eaoyngl 4eniip 11 jexBull yelaep
1exbut) 1suidold e3oinal P
day 1eins pAujigial wnRass

: pndypw Buek is
p Epesaq pueA undnew ‘I

epelaq BueA ieq ‘iu uesnn

‘uebuebepiag ue
p UBLIRSNp!

ueyua : pullad uUs

:m._xmu Mhﬁ. ueye ulapoly lesed snsnyy uifl mu_mEu_.qu gl

o _mEmMM“..”..._,_mm eliqgedy ‘|12ay mcmm:wrmm cmm:wm_.___.mc_._mm_

: Lajuayy uep uaba _ d

Tmu ueses eas ueye cmx:uczﬂﬂﬂ%a _wﬂcmz jedepuad unbueqip uee/ unbueaip BuBA LIBPOW JeSed (euabuaw

ueeniway ejod ‘3350S v IS ‘ueyede|ay \pms :mﬂm_u_.._m_n ueynyejaw 1aban weled uawaledad 'l

Cm&mxmcm_mv. leusbu AWy adas m._r_ﬂ_v_:ﬁ.u_mn_ 2lep |

S FmUE.H._ 8L SNSNL [SenjeAslp ueye [ 1e36ul e

i s Sicin qr-ten|ip I13exbull yesseq ip epeiaqg Guei “._. Tbis il

wejep pnsxew |p uewebeqes Wiapoy Je :

sed 't

NVSNLNdIA LS VANLIGHIL WN1383s NY3ao

NYVYNIgW3d NVA NYVYLYNId Al

GueA uebuebepiad
Hisesado)
Jesed

pJaq uep u3isy3d
oisipell 1esed p113s
ebepad uebusp uapoi
sn ueeljiLEy uexpninma 'E

-166ury buies ehe
uyeuejel wejepip |ev
‘yebuauaW UEP joay bu
Jjesagd eyesnbuad : piejue eye

ueunbuequad jisey eAulesad ueb i
e l2p epe bueA
EmEmw_._ MHMMLEMHL_E wejep Wipuew uep nlew m:mﬂcmmczhm
Vo Mg x:mn_ uep ynquwnj jedep Jebe ‘isesadoy
™ ep [122) Buebepayd _._mmhmu.gmn_Emu
s m_._mw:m pe yea) bueA uenjueq uie|as uexnye

uad ueeuiquad uep |setadoy :mEmu_“_m__uM_.M__.m

‘Jipuew uep 'nfew ‘ynbbuel jpefuaw Jebe
isesadoy uep yebuaua UEP 129y Guebepad uwyeAeplaquisi ‘T

uenfue@iaq Uep ‘Uaisya JeduE|
u IsNQUISIp ejod uep yebuebeplad e1€]
as jedao yiga| ueBuap buequaxiaq
sipell Jesed PUas isesado)

y=)0 ue L,
m_n_n_ cmw_.”.._cmmmﬂ_m__n ueseUESUAIIP/ Uepns Buek “”.._M_.Mt_hmmmn
uexnyePL c“MmmEmu Uep LIsSnpur ueulzuad :mm.._M_Em.M
UBDEpIad Uep UBLnsnpuLad :mEmEM.M :

! G s

1deyuews HueA |euolse
gAupnnmial eAedn jebeq

uep ynquni jedep Jebe |eUOl

(66T 50RO TE ¢ jehbueL

hmmr__u:nmxh__&i,_ﬁw" AOWION

L66T 4390940 TE : |eBbuel
S e e [= ' | ru.m.._._.n_r_..‘ﬂ..._

LBEET/OT /oM ddIN/OFE & JOWON

[ L T


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

ZE

EE
Jey uep '13exbull yeized

edep utapol 48Sed 'T
“INL
Hvans3as NY3aoW yysvd O

ueyniunad 1sexo] 1p gpesaq sn

ueb
usp idexbua)ip sniey uebuebeplad uep uelsnpuLiag
. isuidodd 2103ngl enwas |p unbueq ipl

1
_mEm.E epedsy UIBpojy Jesed snsnyy UIf] ueuoyoWLIDg
i ‘g
"UISpoly Jes
R W Jesed ueunBuequwad |nsn uenfebuaw
R B IP YEPI3 MMYLY UBP MMYLY Diljiwaw NYSNLNdIA .Em:m..qyztmmm.r
1 323bul) yesseq |suidold Emu_zﬂ. U_m:_ﬁ

11 1e3bui) yesae
Y @ uep [ 3=xbull yesseq isuidold e1oing ‘4 s Jrun [eUOISEY 12
yeydejauail }nun |euct
uawl ‘109 eyesnbuad uee

‘UJBpo desed ueyninga3| Uexe is®aiold
~as ueoyouad uep Jesed
ulquiad Uep isesado)|

* ‘dexbua) BueA eAuueejoxsad seyjise) uep jyoid unsnA
FHM_MEE ‘Yepeq! jeduisy Emv__ﬁ_ncmu.h_mmmb_“ _HM.__._E_W uswapedaqg uep uabaN weled uswapedag uebuap Bles
] 0 it 1 n 3
iga| __ﬁmhmnmﬂmt yeAueq Bueh oo :mmemu:m:M__.._“__ . -pwesiag 'yebuebepiad UEp yernsnpulad uswapuedad €
: ueoxopad yessep uese .
dnyesusaw bBueAh _mm._mm.m:m.}n_:mﬂ_ s Cannad ! ‘upoxOMad Uep lesed ueeuIquad
BIE] IYynuawaw _mEm: nyje|da _._m__.“;_ FEIREIN Rulod . uep ueEleuad Buesied uesninday 1edns gped pns}eW
q bueA uemuaja) | 1p euew ebeqas jesnd ueoxouad Uep jeseq ueeulguiad
jaw seueq 'p ye|a1as 1WouoH3

= uep ueeieudd wil INE

| |elsos uep 230} yebuequiaid BNS3as

uebuap |ensas u *
exderayp bueA Mmylay uep MMYLY '€
ad ueyeqgniad uebuap |

npjemas INgesial seyeq

ue ‘uebuebe
:__u__u_u_r____mHM.Hnm_.“__.__“&v_ _”._____.M_u_.__”_MH____,__ :_MM.M_ Pﬂwﬂnnrﬁmhmw Bd m:mﬂ.__w__ _.mm.g.m.:.__.__nEmm Y :uu_.H:m_.ﬂDE Jjesed uexyUipip jedep
M__U.._M.__.Mn__Mﬂwuwmm“mcxmww:mﬂ_ma uebua nﬂ_ﬂmnhmw c_._m_._rw_“”.r_.u_uu_ eAUILLOUOYS |BISOS UBp 103 :mmcmn_Em.u__Lmn :m.m_,._mnE_Emn_
yajo uexdelsup buek mmw_mma:”ﬂﬂ”ﬂthm:vctmn_ L3JUS ueyJesepiaq BueA ﬂ_ 1exbulL yeiseq unyel g NPem mxﬂ:m_“.

e sl etammar e e e st
, : j133uaiW T

IP yajoq eAue
Y I 3exbuil yesseq isuidold ejoynqgi
pbepiad Uep uelnsnpulad

Jenjip 11 3exbui
L Yeiseq Ip uiapoly Jesed ueunbuegluad 'z ueBuap uebu

‘NY3IQOW ¥vSvd NYIdION3d

‘uebuebepiag ue
UISpoW tesed snsnyy uifl :m“:__h._wﬁmm:u:_mmn_ s,
230y yeAepm B w edue) (imuLay WALNA 1T LVONLL Hvd3va YWy1dva NVYNNSNANId g
I'M Dueny eije| |le}aq euesusy neje _._mm
£E6T JA90040 TE ¢ jeBbuel

(IMuLy
B2l0
FEET J900IHM TC :
I ' ehfRiio hm.m._”____.u.n___nﬂu_____n—m—.__.___ﬂ.ﬂ.w. i JOWDHN
Sl e o e s e 0SS L TETIR A uesmnday weljdue


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

S€

Mjepaq bued uebuepunua
d
ueinjetlad uebusp iensas ueeijlway ejod wesboud

ueBuequisbusiy Jiex.a; Siuxa3 1suelsu) uebuap BlURSIag
11933 eyesnBusq ueeuiquiay uep |sesadoy uswayedsq
uep uebuebepiad Uep uepisnpuliagd uswaliedaqg ¢

‘UabaN wejeq usualy uep uebuebepiag
UBPp UBLIISNpULIDd [43jUaly epeda) eAuuedpyiwad
Bueejaq Jeje| uebuequwyuad epiasaq uejnsn _._mv_:._am.m_._uE
I 3exbull Ha) inuisagno Inje|aw eApewielos|jem
/edng eued ‘ju) ueyojuodsad uedpninmaw ymun z

"W Yajo ueipnway
ueymuslip uexe iseyo| uep yejwnl BueA ueyojuooiad
Uex3epeip ueje ueeljjway ejod uebuequwabusd
buejuay sejal bueA uesequieb ueusquiaw jedep ymun T

"NVYVHLIWAN ¥10d ‘3

‘uebuebepiagd uep ueLsNpuLIay
H2qUs ep ulspop tesed snsnyy uil] yajoladwal '

H ‘leuoisipel)| Jesed
epas ‘isesadoy ‘yebususiy uep |03y Buebepay ueepeiagay
uebuequiiadwaw sniey Wiapoly Jesed ueepelsagay +

e e )

e - ‘lepewsw bueA
Iisad pjyed uebuede) ejpasiua) epas ‘i goz eAuaplipas U/
uebuedwisiad Lep yesel uep w 7t jewjuiw edes uejel
deqa| uebuap ueBumyjbul) Ip epeiag sniey tesey ISE)07 "E

£66T 4200 TE ¢ [e6Gue)
FEETIAT fdast Fd 4 IR *  SElm i

T SE IR AT ]

0 A M el ikl e . e o it s e Lk Ll

143

SUMYLAY UEP MMyl uebuap [ensas
BuenJ ueyningay ueuelel uebuap uexieyip bueA yesaep
uyeimesad wejep uenjualas uebusp |ensas ueydelaip
(aay) ueunbueq Jeseqd us1Saj20) uep ueunbueq 16Bbut] ‘2

AU 0007 |ewiuiw ueye| sem °1

: NYLYdVASYE3d THNNIWIW
QIOVM YANONYHNA-ONVENAIS NY¥IAOW dVYSYd NYTHIaNad 'd

‘|euoisipell 1esed
eyas ‘isesadoy ‘yebusualy uep |129y Buebepad uejeibay
ueBuap Isesas ebbulyss UISPOW Jesed el wel uep
pieo B1e] Ieuabuail uenjuaiay ueydelaual Jiexda) yereed
yejuuawad uep Jaban wejeqg Liajuapl 1edepu=d uep ued
_ps ueyleseplaq uebuebepiad uep UBLIISNPULIDd WaUal "L

‘1sesadoy| uep ‘yebususai uep
j10ay buebepad “eyeiedsew ejobbue '1se|sosy (waNIavH
/NIQYX) yelseq eisauopu] ISNpul uep Buebeq Jewley
[eisauopu] LIsNpuy uep FueBeq Jewe) Hep uensewl
undwiybusw jedep uebuebepiad uep uelsnpuliad
Lajuap ‘uIapol Jesed SnNsNUX uilf uesienjabuawl WNagas "9

e

eyesnbuad ueeuiquiad uep isesadoy LSIUBW Uep aban
wejeq HajuaW jedepuad uep uUeJes jdeybuajip uep sejal
BueA eliay eueduas uep ‘yesedequiad eled e1e) ‘fuebep
eyesn eweseliay ejod ‘|euoisipel] Jesed guas ‘isesadoy
‘yebuauap uep |1294 fuebepad uebuap ueesjlwsi
pjod ‘eAepng |eISOS adse uelfe eweinial Was0s WanWy

661 J2qmA0 TE ¢ [E6BURL
P i e L PRy o TV R 1 a1 8 (| |


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Le
9t

"1seladoy
uep yebusuap Uep 1233 Buebepad eyesn uebueqwatuad
njueqwalw jedep uep 1BNS3S fuei uejepowlad
siual ueybueguabuaw ueBuenay uawajledad’v

M_mmmv_ uep ema) tebeqges Mepunueq 1 jexbull yesseq
[eds)| Jnwiaqns BUBWIP Wit }Muaqip yessep jexbuy 1q 7

- nPeEm
24-NPjem Lep ueynpadip buepuedip bueluedas ,._m._um_dmu

”._nmcmn.u_utwm uep Jesed ueeuiquiad uep ueejeuad Buejuag

euesyeligay ueeuindw 2

WG L gAuad ejas -jesnd yexbun
e iR PR i pyngJa3 Gued eyesn puenjad 1siBuawl eunb buequiaxiaq

sebn

nmmﬂwh\n:mm_mmﬂmh:ma iSeWpIoGy UeNeusseiais 1edep Jebe ‘jeuoisiped] Jesed pyas ‘isesadoy ‘Yebususi

cssilc _._W_M..K_n_zﬁ.mmdz NP s ey PP uep 108y buebepad yeesjway wesbosd euiqusl

wmm:n_ " mindey Wejep pnsyew Ip euewieBeqos 1Dy euesnbuad ueeulquiad uep isesadoy uswuspedaq ‘g
UeooMad uep tesed ueeujquiad uep ueejeusd Wi I

ol i N P 1 L

'L1apoly Jesed uebusp eniulisqg ndwew ebbuIyas

qesed ueeyesnay uenduieway uexyeybuiuaw
ISYNIGHOOX ‘A jedep MuUn JIP|3s eledas [eucisiped] Iesed ejojebuad

UeeuiquIS Uep [sesadoy UweMEdaq UEH “UeBUeBepIG e L R e inbaaimnued

UBP UBIIISNpUIIad UawW 2Q uep ‘uebuebepiad qns Ia e ¥ ep k| L q

Ip bued :mmb_Em 23i2dag ysjo uexdeis; ueynejad ueeues)e|aw JeE}I] isuejsul uebusp

! 1way sal yiwsw jedep ulapoy iesed ‘/ pwes e(iayaq uebuebepiad uep LelIISNPULIRd Uswauedaq ¢

uepiedweAuaiy uep _m:c_m_vmh._.z._mmmmﬂwmww_mmm “mmEhou_:_ |euoIsipeiL Jesed Bas ‘|sesado)) 'yebuauam
‘yeBuaualy Uep |1D3Y mcmmmumn_ =T e u_mm._mn_ux uep |03y buebepad uebuap uJapol J1ESEd eyesnbuad
uep ueyejobuad sasoid wejep yequie RES AT piejue ueleAequuad WHSIS BU3S uebuebepiad eweseliay
uebusp uejuejiad mzmm_.__-m_._mmz h_m_.:.__ ueeBujuad uebungny e1e] UBP UBEIJIWSY sjual uexdejausw
uep ueyjeusyiadwaw :m_:mtmamxmhmmwwmmcm:u. ueBueBeplad Uep UBLISNPULIdd 13IUANW "|RUOISIPEL

_ 4edag ‘9 Jesey eyas ‘isesadoy’ ‘yebuausiy uep |19y buebepad

uebuap ulapop lesed BJEIUE gemel bunbbueliaq

JIpnpoad BueA jsesadoy ue
P 1198y eyesn
uep ipe bueA eyesn uyebunsbuejay ulwefuaw Njun °1

5}
Ibeq ueeAeiquwad ejod ueyBuequabuaw BiS2UOpU] Muegq 'S

IYNOISYY¥3d0

£66T 130030 T ¢ |ebbueg

T P B R i o L66T/01/de :
I=la'=lg] R e By HiddW/TOTE ¢ JOWoN /66T Jaqapo TE ¢ EBbuel

seeTioT idav/ddw/0TE ¢ J0WCN


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

6E

UEp UBLISNPULIBd WU2jualy Bwesiag uesnmindsy eAuligts)
wnjaqas |euocisessdo yepns BueA 3ieg ‘T 1exbull yeiseq
1Isuidord eoyngy Jen) 1p 11 11va Ip epelaqg Buek wiapoly leseq |

: IJmyldaq iebeqgas |ey-jey ueyiedwues jwey 1ul Bwesiaqg
‘(ndwepa) Adod) ueoyoLiad uep esed UBEUIqLUD UBp ueejeuay
uelopad buejual £6/0T/da)/ddW/0Zy "oN uebuebepiad
uep ueuUIsnpuliad ajuajy uesnminday e1as ueoxoliad uep lesed
ueeuIqUuad uep ueeleuad Buelual /66T UNYEL /S ON UBPE /6/S
Jda3/ddIW/SET "ON H2bap wejeq uajusyy uep uebuebeplad uep
UBLIISNPULIR 1181Us)y BLUeSs.ag uesninday uebuap uebungnyas

BIS2UOPU] yninpRs

-1p
uebuebepiag
uep UeLISNpULIRd
uzwspedaq
UeAe|ip 1oquey ejedsy UISpo|y Jesed
"H1A epeday ueuilisag Jnpasold : jeyuad
: uendweT]
L6617 Jaquadoy pz 'eleye( £6 /IX / NQd[Q/ O0E :  JOWON

BECLSBE: XB) "GSOTT 'Sad § ‘T/I18S8E ! uodjaL
OTTOT VLYYV S'ON Siey uempry ‘I |y uejer
[Y3DIN WYIVA NYONYOVAYId TVHIANIC LYHOLNTHIA
["d NVONYOVYQYId NvA NYTHLSNANTYId NIWI1¥vd3a

OMOSIMIIY L

NYONYOYAd3d Nva
NVIHLSNANIE3d TH3LNIW

“jeuoisipell
leseq euas 'isesado) nyebuaual) uep |23 Buebepad
uefuap ulapojy JeSEd pyesnbuad edejue uegeljway
ueeuesyeed epas 1suidold e103NGl ien| 1p epeiaq BueA
undnew 1suododd eyoqngl 1P ppesaq Bueh ieq ‘ulapciy
1eseq ueepesagey depeyla) ueijepuabuad uep uesemeduad
uexnye[aw ymun YaNIavi yNSeLIa] J1BXa] Isuejsul Lep
gjobbuy uep ‘suUeIRIABS jebeqas Mepuipaqg uebuebepiad
uep uelnsnpullad uawaliedag yeAe|ipy JOJUEH

£66T 4200140 1E ¢ jebbuel
L66T/0T /2% /ddW oz = JOLION
g e e LS IS A uesnynday Em._ﬁn_._...__m.._

8t


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

SIAMELAYSIMYLY Widwep
SnIey IUj Ulapoly Jesed uepjjusp unwep ‘uebuebepiad {11 HQy nedng / eApEuIRIONIEM uep disuuid U] 18NS T
UEp Uelsnpullad Majualy Wep snsnupj ull] ueynpswaw !

eduel (imdLlay) ejoy uedem Bueny ejel |ielaqg eueduay . ymyuag [ebeqas uejeseAsiad 1dexbua|
; !

neje uep (MMyLY) eioy yehejim Bueny eje] euedusy p eyas ‘webaN wejeq ueBuebepiad |e1apua( JNPj4lg Uep

uebuap 1ensas ueynjuniad ISEX30| Ip epElaq sruey ‘T 3e36ul) -

‘|Io3y eyesnbuad ueeulquiad uep 1sesdoy Halusi ‘Luaban
N ey’ e e _._..,,m_m.u ajusiy epeday uesnquisy uebuap uebuebep.ad uep

ueLISNpUad UaIual epeday UISPOW JBSEd piebbuajpiuad
/qemer Bunbbueuad ysio uesiedwesip ‘T 430G wejep
puewiebegss snsNL uif[ uexjedepusil }njun ueuoyouwllad

‘1aban wejeq Uejual Jedepuad uer ueles ‘91
‘lI03 eyesnbuag
ueeu|quad uep |seladoy Lajualy jedepuad uzp ueles ‘gI
‘T 1e3bul] yesaeq ejeday nuwiagno j2ins 1
uebuebepiag uep
UBLIISNpUad uawispedaq yeAe|ip lojuey ejeday jeing ‘€1
‘eAepng [e1s0S yadsy uelley HMISOSIVaAWY ‘uebunybur
uauoduwoy uep uebunybuln uenejuewaq eAedn 71
‘(NNXD) |euoiseN eyesn
ueeiway uexesss uebuap uejeyiag bBueA eAusnsnyp
ulapoly Jesed |6eq nyejdaq BueA uenjuslasy IynmjelwBLW
uep ueyeuesyejaw uednbbuesay ueejeAulagd jeins 1T
‘veeliuay wesbold 0T -uebuebepiad
'(daL) ueeyesniad teyeq epuel ‘6

‘(IMULaY) 2303 yeAejim Bueny eiel I232d eueIudy
uep (IMYLY) 210X yedejip bueny ejel pupdIUay we|ep
wnjuesa) euewiebeqas ueymuniad uebuap 1BNS3S sniey
uep ‘uebuebepiad uep ueLsSnpuLiad UUsW Y210 ueydeisip
uexe eAuisexo| BueA II 1exybull yesseq P :mxm:mmxm_wm
ya2j0q eAuey ‘pnsiewlp pwesiag uesninda) eAuligial
yej21as unbueqip uexe GueA 1 126U yeleed 1suidold EE____...._._MH
jenj 1p 11 1bulL yesseq 1P uiapoly Jesed yeunEuequiad

uep ueljsnpunad HAU3W HEP snsnyy ulll jedepuatd

'(dn1s) uebuebepiad eyesn wilf jeins '8 snuey ‘pnsyewp ewesiag uesminda) pAullqie] WN|RGRS
i S i~ S ‘(unBueq Ip 1ejNW Wnjaq uep disupd uyf) pjiwaW NJeq BueA

EDHI VSN S uep :..mE._.m__._mnEmn_ soso.d wejep Guepas buel ‘jeuoisesado

‘(gWI) ueunbueg uejuipualy ulfll 'S wnjaq (dey unBueqip 1esalRs yepns fued) |euojselado

‘(NLIS) eyesn iedway uilf Jeins v BueA undnew ‘Z66T uUnyel LS'ON UEP L661/5

S At nenBBies BuennneBiionna il apime C ue3e bue = e | 10 =g ol (=]


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

ynjun § 41ng m.nmn_ pnsyewip cuewiefegas ueeil|Wa}y
weiboid 1senjeasbuaul uexye Jiexds] isuejsul uebuap .
ewesiaq aban wejed uebuebepiad _Em_u:m_n inpRdq ‘s

jpay eyesnbuad ueeuiquisd uep |sesado)y
] ;9)deds pAejim Jojuey ejeday uep uebuebepiad
i o e R HMWm_.H_._”_mMuh_:mm_ uawaliedag YeAe|ip JoJuEX elRda)

Bued ule| |ey-jey uep ueeniway welboid ueeuesyejad D Sy ) e S b

£V w N.v
01

ISesijeal uexiodejaw eiepnes Jebe euiw ey eAuinfuelss g G ok LD deseg AN eRnilion 15

-0.d uepury Buepas ‘Jedwalas 193 eyesnbuad ueeulquiad
uep |selsadoy uswapedaq JoUe gjeday uep uebuebepiad
uep uel3snpulaad uswajedaq 4J0juUe} ejeda) ya|o

~ inyeadip sniey 1 3exbull yedseq isuidosd e10%nqr Jen| Ip
qemer bunb6ueuag ‘dexbuaT Jewely ‘ueelyesniag ewep) LD .: 1vQ 1p UIBPOM Jesed AMuUN UeenILa) R
“POW JBSBd Yn.njas IsesiiejuaAulbusw eiepneg ejuiwl wey 6 ;

-pyesn enip 16eg ueBunpuipad ejod (¥
" uebuebepiad uep UeLISNPULI LIBIUaY LesHInday \LIBPOW Jesed UeBuap oweselizyeq buek [euoisipely Jesed

"L66T Joquasaq Oz |eBbuel wnjagas 1wey
Bpeday eAujsey uejsodepw uep ‘erepnes el1ay yeAejim
Ip epetaq bueA (elizy ebeua) ‘ueeijiway welboiy ‘Isyaa1q

uebuap Hipussta) Injeip ‘WdNIsS ueliaquiad eled eje|l '8 eyas ‘isesadoy ‘yebusualy uep | oyesnbuad Ueeyesna
Bumynpuaiu eAedn }NseuLis] sejo[ Bued elisy eueduay (¢
-ueseAequuad eieD) e3el (Z

"WdNIS uepaquad
-buebeq eyesn ueRRLUSH eweseliay uepupy uep ejod (1

AMUN snsnyy jededsesd uelednisw ueelyiway weibold
'I 32Bul) yelseq isuidoid e30Nq1 Ip I 1IVQ Ip Isexopaq
BueA ulapop Jeseq uexbuepas '(WdNIS) wiapop Jesed eyesy
wiff 3euns uep uebuebepiay uep uelLasSnpuliad Uajual ya|o
Ulapol Jesed snsnyyj ull] uepasquuag jeleiseid ueyedniaw
ueeniway wesbosq ‘1 3ebuil yesseq 1suidolg ejoyngl
ABNIIP 11 LLvQ 1P ueluipip ueye BueA uiapoy teseqd 16eg 'L
‘uebuebepiad

: JenwawW sniey eAulpjipes
pup npad ‘p uep ‘g J1ang eped euewnebeqas |euoiSipell
iesed eyas ‘|sesado) ‘yebuauap uep |12 eyesnbuad
uebusp ulopon 1eseq elebbusjpAusd/qemef bunbbueuad .
piejue ueeljiwa) welboid eAubuiyuad jebuibusp 'S

‘|euoisipel] Jesed eyas ysesadoy ‘yebuauap uep

P P Ay | T R e A W [ =~ e =T


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

-jebbuiiad

dd uep d0Xd3d "1 eyesnbuad ueeulquad NICWIA
ydd uep d0xd3d ‘uee)0Miad 1se1ado) ueeulquad N3RWIA
ryovadaa ‘aond N3rdId

oyaANTd3dd3ad |e1apuaf SLEIRIS

[BER] eyesnbuad yeeuiquiad uep isesadoy] Hauan

wabaN wejed (WESRE]R

uebuebepiad uep yelsnpuliad UaIus

‘A epeda uexiedwesip 